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ABSTRAK 
Nama : Hasnita Tahir 
NIM : 10500113129 
Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Kelalaian Pelayanan Pada PT. 
Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Dalam Pengiriman Barang. 
 
 
Tujuan dari penelitian ini untuk : 1) Mengetahui bagaimana pelayanan dalam 
pengiriman barang pada PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Gerai Hertasning. 2) 
Mengetahui bagaimana tanggung jawab PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) apabila 
terjadi wanprestasi. 
Dalam menjawab permasalahan ini penulis menggunakan jenis penelitian 
lapangan (field research) yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas 
kesesuaian antara teori dan praktek, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan 
undang-undang dengan menggunakan disiplin ilmu dan peraturan yang berlaku yaitu 
Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Undang-undang Perlindungan 
Konsumen, adapun teknik pengumpulan data yaitu 1) Wawancara dengan pihak-
pihak yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan judul penulis, 2) Observasi 
pengamatan langsung dilapangan, instrumen penelitian yang dipakai adalah pedoman 
wawancara, daftar pertanyaan, dokumen, dan media elektronik seperti HP untuk 
dokumentasi dan sebagai alat perekam. Adapun teknik dan pengelolaan data baik itu 
data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara 
deskriptif menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan yang berkaitan erat dengan 
penyusunan ini  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pada PT. Citra Van Titipan 
Kilat (TIKI) Gerai Hertasning ditinjau dari segi penyampaian pelayanan secara cepat 
telah dilakukan secara baik dan tepat waktu, namun dari segi ketetapan waktu layanan 
belum dilakukan dengan baik karena terbatasnya karyawan yang tidak seimbang 
dengan jumlah konsumen sehingga sering mengakibatkan antrian. Adapun tanggung 
jawab PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Gerai Hertasning  akibat wanprestasi, 
apabila kerugian yang dialami konsumen akibat kesalahan perusahaan, perusahaan 
Jasa TIKI akan mengganti kerugian tersebut sesuai perjanjian yang telah disepakati 
sebelumnya antara perusahaan Jasa TIKI dan konsumen 
Implikasi dari penelitian ini adalah : 1) Memberikan informasi yang jelas kepada 
setiap konsumen yang ingin melakukan pengiriman barang dan mencari solusi dari 
tiap masalah yang di hadapi setiap konsumen. 2) Apabila perusahaan pengiriman 
barang ingin mempertahankan kepercayaan konsumen, seharusnya perusahaan lebih 
memperbaiki lagi sistem pelayanan dalam perusahaan, seperti perlu adanya 
rekrutmen karyawaan agar jumlah karyawaan sesuai dengan kebutuhan konsumen.   
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia baik materil maupun spiritual, yaitu 
dengan tersedianya kebutuhan pokok. Tujuan lain adalah mencerdaskan 
kehidupan bangsa, yang berarti tersedianya pendidikan dalam arti luas bagi 
seluruh rakyat. Kesejahteraan dan kecerdasan itu merupakan wujud dan 
pembangunan yang berperikemanusiaan sebagaimana yang telah diamanatkan 
oleh Pancasila yang telah diterima sebagai falsafah dan ideologi Negara Indonesia 
serta Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 
ayat (2) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menegaskan bahwa tiap-tiap Warga Negara Indonesia berhak untuk memperoleh 
hidup yang layak bagi kemanusian. Kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia 
telah tumbuh dan berkembang banyak industri barang dan jasa, baik berskala 
besar maupun kecil, terutama sejak dilaksanakannya pembangunan Nasional 
secara bertahap dan terancana melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun 
(Repelita).
1
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 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, (Bandung : PT. Citra 
Aditya Bakti, 2014), h. 1 
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Pembangunan dan perkembangan perekonomian dibidang perindustrian dan 
perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang. Ditambah 
dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan 
teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang. 
Akibat barang yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun 
produksi dalam negeri. Kondisi seperti ini disatu pihak mempunyai manfaat bagi 
konsumen karena kebutuhan akan barang yang diinginkan dapat terpenuhi serta 
semakin terbuka lebar. Kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang 
sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Akan tetapi disisi lain, dapat 
mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang 
dan konsumen berada pada posisi yang lemah, yang menjadi objek aktivitas bisnis 
untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui 
berbagai promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian baku yang 
merugikan konsumen.
2
  
Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai 
kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang 
“aman”. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan 
perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan 
konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha yang 
relative lebih kuat dalam banyak hal. Perlindungan terhadap konsumen dipandang 
secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengigat makin 
lajunnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi 
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Ahmad Miru dan sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : PT. 
RajaGrafindo Persada, 2015), h. 37 
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produktivitas dan efisiensi pelaku usaha atas barang yang dihasilkannya dalam 
rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal 
tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada 
umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk 
memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen 
merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, 
terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang 
menyangkut perlindungan konsumen.
3
 
Mengikuti perkembangan arus globalisasi yang semakin modern maka salah 
satu kebutuhan penting untuk menunjang perekonomian di Indonesia adalah 
kebutuhan akan pengiriman barang yang banyak membantu penduduk yang saling 
mengirimkan barang dari suatu tempat yang jauh ketempat yang lainnya. Untuk 
memenuhi kebutuhan penduduk tersebut jasa pengiriman barang ini menjadi 
sangat penting. Banyak perusahaan pengiriman barang yang bermunculan salah 
satunya adalah PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI). 
PT.Citra Van Titipan Kilat (TIKI) pertama kali mengawali bisnisnya pada 
tahun 1970 sebagai perintis usaha yang berpengalaman dibidangnya, TIKI selalu 
berusaha memberikan pelayanan yang sangat baik untuk para konsumen dengan 
mewujudkan harapan para konsumen atas keamanan, kenyamanan, efektifitas dan 
tanggung jawab dalam menangani setiap pengiriman. Sehingga yang menjadi 
fokus utama PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) dalam membangun suatu 
kepercayaan kepada para konsumennya yaitu dengan didukungnya ribuan personil 
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Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Cet 4 Jakarta : Sinar 
Grafika, 2014), h. 5 
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terlatih dan armada transportasi yang tersebar diberbagai titik nusantara dan 
internasional. Mengingat bahwa TIKI bergerak dibidang jasa maka yang menjadi 
faktor utama yang patut diperhatikan adalah kepercayaan pengguna jasa TIKI 
tersebut karena mereka percaya bahwa barang atau kiriman yang mereka kirim 
melalui jasa TIKI akan sampai dengan selamat di tempat tujuan dan dengan 
adanya jasa pengirim barang tersebut para pengguna jasa akan TIKI merasa 
dimudahkan.  
Perusahaan jasa TIKI dalam berbisnis dapat dipastikan terjadi persaingan 
(Competition) diantara pelaku usaha. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi 
positif, sebaliknya dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negative 
dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif. 
4
 Sehingga dengan hal 
seperti ini dapat menarik para konsumen untuk melakukan pengiriman barang 
melalui jasa PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI), karena perusahaan jasa TIKI akan 
selalu mengupayakan terciptanya kenyamanan para konsumennya. PT. Citra Van 
Titipan Kilat (TIKI) dalam menjalankan bisnisnya yaitu pengiriman barang akan 
timbul perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen. PT. Citra Van Titipan 
Kilat (TIKI) menjanjikan kepada para konsumennya akan memberikan hak-
haknya selaku konsumen. Dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang UU Perlindungan 
Konsumen, bagian pertama pasal 4, yaitu sebagai berikut : 
a. Hak atas keamanan dan keselamatan; 
b. Hak untuk memperoleh informasi; 
c. Hak untuk memilih; 
d. Hak untuk didengar; 
e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup; 
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Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha (teori dan praktinya di Indonesia), 
(Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 1 
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f. Hak untuk memperoleh ganti rugi; 
g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen; 
h. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat; 
i. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya; 
j. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut; 
Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara pihak tidak selamanya dapat 
berjalan baik dalam arti masing-masing pihak puas, karena kadang-kadang pihak 
penerima tidak menerima barang sesuai dengan harapannya, maka pelaku usaha 
telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian. 
Disamping wanprestasi, kerugian dapat pula terjadi di luar hubungan perjanjian, 
yaitu jika terjadi perbuatan melanggar hukum, yang dapat berupa adanya cacat 
pada barang yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, baik itu karena 
rusaknya atau musnahnya barang itu sendiri, maupun kerusakan atau musnahnya 
barang akibat cacat pada barang itu.
5
 
Pelaksanaan perjanjian pengiriman barang kadang tidak selalu berjalan 
dengan lancar, misalnya barang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak 
untuk dikirim ternyata tidak sampai ke tempat tujuan, barang tersebut terlambat 
sampai ke tempat tujuan atau barang tersebut rusak atau hilang saat diperjalanan. 
jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang, maka pihak perusahaan Jasa 
TIKI bertanggung jawab kepada konsumen. Konsumen berhak menuntut ganti 
kerugian kepada pihak perusahaan TIKI. PT. Citra Van Titipan Kilat dalam 
memberikan ganti kerugian, perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang 
menyebabkan kiriman barang tersebut tidak sampai, rusak atau hilang, karena 
                                                          
5
Ahmad Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, 2013, 
h. 1-2 
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kiriman barang tersebut tidak sampai, rusak atau hilang mungkin akibat dari suatu 
perbuatan hukum atau karena peristiwa hukum.
6
  
Ganti kerugian mengacu pada Pasal 1243 BW yang menyatakan bahwa 
pengganti biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, dalam 
hal ini penggantian biaya ganti rugi lahir akibat tindakan wanprestasi pelaku usaha 
yaitu telah lalai dalam tugas dan membuat barang konsumen hilang. 
 
Hak atas ganti kerugian yang dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang 
telah menjadi rusak akibat adanya penggunaan barang yang tidak memenuhi 
harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah 
merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materiil, maupun kerugian yang 
menyangkut diri. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur 
tertentu, baik diselesaikan secara non litigasi (diluar pengadilan) maupun yang 
diselesaiakan melalui jalur litigasi.
7
 
Penyelesaian sengketa non litigasi mempunyai beberapa bentuk untuk 
menyelesaikan sengketa yaitu : 
1. Negosiasi  
Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak 
sengketa diselesaikan setiap hari oleh negosiasi ini tanpa adanya publisitas 
atau menarik perhatian publik. Alasan utamanya adalah karena dengan cara 
ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya. Setiap 
penyelesaiannya pun didasarkan pada kesepakatan atau konsensus para pihak. 
Kelemahan dalam penggunaan cara ini dalam menyelesaiakan sengketa, 
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Hawani, Judul Skripsi, Tanggung Jawab PT. TIKI JNE Dalam Pengiriman Barang 
Terhadap Konsumennya (Studi pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Cab. Bandar 
Lampung),diakses pada tanggal 15 Oktober 2016, pukul 12.32 WITA  
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Ahmad Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen,  2002, h. 44 
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ketika para pihak berkedudukan tidak seimbang. Salah satu pihak kuat, yang 
lainnya lemah. Dalam keadaan ini, salah satu pihak kuat berada dalam posisi 
untuk menekan pihak lainnya. Hal ini acap kali terjadi ketika kedua pihak 
bernegosiasi untuk menyelesaian sengketanya diantara mereka.   
2. Mediasi  
Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga 
tersebut bisa individu (pengusaha) atau lembaga atau organisasi profesi atau 
dagang. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia, 
dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral, berupaya mendamaikan para 
pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, 
salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi, 
mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat 
usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa. 
3. Arbitrase  
Arbitrase adalah penyerahan sengket secara sukarela kepada pihak ketiga 
yang netral. Pihak ketiga ini biasanya individu, arbitrase terlembaga atau 
arbitrase sementara. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase 
adalah penyelesaiannya yang relative lebih cepat daripada proses berperkara 
melalui pengadilan. Dalam arbitrase tidak dikenal upaya banding, kasasi atau 
peninjauan kembali seperti yang kita kenal dalam sistem peradilan kita. 
Putusan arbitrase sifatnya final dan mengikat.
8
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Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 
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Penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat juga melalui Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) namun bukan suatu keharusan untuk 
ditempuh konsumen sebelum pada akhirnya diselesaikan melalui lembaga 
peradilan. Walaupun dengan demikian hasil putusan BPSK memiliki suatu daya 
hukum yang cukup untuk memberikan shock terapy bagi pelaku usaha yang nakal, 
oleh karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyedik. Ini 
berarti penyelesaian sengketa melalui BPSK, tidak menghilangkan tanggung 
jawab pidana menurut ketentuan yang berlaku. Dan juga dalam pasal 45 ayat (2) 
Undang-undang Perlindungan Konsumen ini tidak menutup kemungkinan 
penyelasaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap 
diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai kedua bela pihak yang 
bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan tidak bertentangan dengan 
UUPK.
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Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) menggunakan hukum 
acara yang umum berlaku selama ini, yaitu HIR/RBg. Penyelesaian sengketa yang 
timbul dalam dunia bisnis merupakan masalah tersendiri, karena apabila para 
pelaku usaha bisnis menghadapi sengketa tertentu, maka akan berhadapan dengan 
proses peradilan yang berlangsung lama dan membutuhkan biaya yang tidak 
sedikit, sedangkan dalam dunia bisnis diharapkan sedapat mungkin tidak merusak 
hubungan bisnis selanjutnya dengan siapa pernah terlibat suatu sengketa. Hal ini 
tentu sulit ditemukan apabila para pihak yang bersangkutan membawa 
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RajaGrafindo Persada, 2002), h. 74-76 
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sengketanya ke Pengadilan, akan berakhir dengan kekalahan salah satu pihak dan 
kemenangan pihak lainnya.
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Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis 
mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulis hukum dengan judul : 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP KELALAIAN PELAYANAN PADA 
PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT (TIKI) DALAM PENGIRIMAN 
BARANG 
B. Identifikasi dan pembatasan masalah 
Identifikasi dan pembatasan masalah yang digunakan penulis untuk 
memberikan batasan masalah yang akan diteliti atau dikaji. Adapun batasan 
masalah dalam penelitian ini adalah Kelalaian Pelayanan PT. Citra Van Titipan 
Kilat (TIKI) dalam pengiriman barang terhadap konsumen berdasarkan UU No. 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Untuk menjelaskan konsep-konsep 
atau memberikan batas masalah ada beberapa hal yang akan dikemukakan oleh 
penulis yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun hal-hal yang dimaksud 
diantaranya adalah : 
1. Kelalaian 
Kelalaian merupakan suatu sikap bathin ketika melakukan suatu perbuatan 
yang berbentuk sifat kekurang hati-hatian yang bersangkutan baik akibat 
tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padalah seharusnya hal itu 
diperkirakan (kelalaian yang tidak disadari) maupun memikirkan tentang 
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Ahmad Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : PT. 
RajaGrafindo Persada 2015), h. 238-239 
10 
 
tidak akan timbulnya suatu resiko yang pada kejadian tersebut resiko timbul 
(kelalaian yang disadari). 
2. Pelayanan 
Pelayanan merupakan proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang 
lain secara langsung. 
3. Perusahaan 
Perusahaan merupakan bagian dari kehidupan sosial kemasyarakatan. 
Perusahaan selalu berada ditengah masyarakat dan hanya dapat hidup, 
tumbuh, dan berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat. 
Masyarakat sebagai konsumen menjadi sasaran bagi perusahaan untuk 
mendestribusikan produk atas jasa yang dihasilkannya. Sebaliknya, 
masyarakat juga dapat berkedudukan sebagai pemasok utama kebutuhan 
perusahaan. Hubungan timbal balik ini menjadi simbiosis mutualisma. 
Dengan demikian, masyarakat dalam perusahaan berada pada dua sisi yang 
saling membutuhkan, yaitu ketika masyarakat sebagai konsumen 
membutuhkan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan, dan ketika 
masyarakat sebagai pemasok dibutuhkan perusahaan untuk menunjang proses 
produksinya. 
4. PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) 
PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) merupakan organisasi yang besar dalam 
pelayanan lalu lintas dokumen dan barang-barang. Pada dasarnya keberadaan 
TIKI merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu 
mempercepat pembangunan melalui pembangunan jaringan komunikasi 
11 
 
  
 
antara daerah. Oleh karena itu, jasa kurir merupakan sarana pendukung yang 
mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan 
pembangunan, mendukung persatuan dan kesatuan, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, mendukung kegiatan ekonomi serta meningkatkan hubungan antara 
bangsa. 
5. Barang 
Barang dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik 
bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat 
dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau di 
manfaatkan oleh konsumen. 
6. Konsumen 
Konsumen dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa 
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 
orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 
Penjelasan dari pasal tersebut “di dalam kepustakaan ekonomi dikenal 
konsumen akhir, dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna 
atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah 
konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses 
produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang 
ini adalah konsumen akhir”. 
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C. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah atau sering diistilahkan promblematika merupakan bagian 
penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah. Dengan adanya 
permasalahan yang jelas, maka proses pemecahannya pun akan terarah dan 
terpusat pada permasalahan tersebut. 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelayanan dalam pengiriman barang pada PT. Citra Van Titipan 
Kilat (TIKI) ? 
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI) 
apabila terjadi wanprestasi? 
D. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan penelitian penulis sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui bagaiamana pelayanan dalam pengiriman barang pada PT. 
Citra Van Titipan Kilat (TIKI) 
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perusahaan PT. Citra Van 
Titipan Kilat (TIKI) apabila terjadi wanprestasi 
E. Kegunaan penelitian  
1. Kegunaan Teoritis 
Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan dunia 
ilmu pengetahuan 
2. Kegunaan Praktis 
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Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten dibidang hukum pada 
umumnya dan hukum acara perdata pada khususnya, terutama bagi para 
konsumen yang melakukan pengiriman barang yang dilakukan oleh 
perusahaan jasa TIKI. 
Sebagai saran untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai 
pengiriman barang melalui perusahaan jasa TIKI. 
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 BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Perjanjian 
1. Pengertian Perjanjian  
Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang 
lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari 
peristiwa itulah timbul suatu perikatan. Artinya perjanjian itu menerbitkan 
perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya, dan dalam bentuknya 
mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.
1
 Perjanjian 
melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih 
pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam 
perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut 
pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Dalam 
hal debitur  tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka 
kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak 
sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan 
secara bertentangan atau tidak sesuai dengan perjanjikan, dengan atau tidak 
disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah 
dikeluarkan oleh kreditur. 
Menurut ketentuan Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata, dapat diketahui bahwa 
suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain 
atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.  
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Eman Ramelan, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Satuan Rumah Susun/strata 
Title/Apartemen), (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2015), h. 23 
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Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih 
yang dinamakan perikatan. Dengan demikian, perjanjian merupakan sumber 
terpenting yang melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan juga 
dilahirkan dari Undang-undang (pasal 1233 KUHPerdata) atau dengan perkataan 
lain ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari Undang-
undang, pada kenyataannya yang paling banyak adalah perikatan yang dilahirkan 
dari perjanjian, dan tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk 
berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (1234 KUHPerdata).
2
  
Perjanjian juga bisa dibilang sebagai perbuatan untuk memperoleh 
seperangkat hak dan kewajiban, yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan 
konsekwensinya. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-
perbuatan untuk melaksanakan seseuatu, yaitu memperoleh seperangkat hak dan 
kewajiban yang disebut prestasi. Prestasi itu meliputi perbuatan-perbuatan :
3
 
1. Menyerahkan sesuatu misalnya, melakukan pembayaran harga barang dalam 
perjanjian pengiriman barang. 
2. Melakukan sesuatu, misalnya, menyelesaikan pembangunan jembatan dalam 
perjanjian pemborangan pekerjaan. 
3. Tidak melakukan sesuatu misalnya, tidak bekerja ditempat lain selain 
perusahaan tempatnya bekerja dalam perjanjian kerja. 
Perjanjian melibatkan sedikitnya dua pihak yang saling memberikan 
kesepakatan mereka. Para pihak ini berdiri berhadap-hadapan dalam kutub-kutub 
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R. Soeroso, Perjanjian di bawah tangan (pedoman praktis pembuat dan aplikasi hukum) 
(Cet I. Jakarta : Sinar Grafika 2010), h. 4 
3
www.sangkoeno.com/2015prestasi-dan-wanprestasi.html? Diakses pada tanggal 23 
November 2016, pukul 15.20 WITA  
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hak dan kewajiban. Pihak yang berkewajiban memenuhi isi perjanjian disebut 
debitur, sedangkan pihak lain yang berhak atas pemenuhan kewajiban itu disebut 
kreditur. Dalam perjanjian pengiriman barang yang dilakukan oleh PT. Citra Van 
Titipan Kilat (TIKI) sebagai jasa pengirim barang berhak memperoleh 
pembayaran uang harga pengiriman barang, dan disisi lain juga PT.Citra Van 
Titipan Kilat (TIKI) berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada konsumen 
yang telah dikirim. Sebaliknya, sebagai konsumen wajib membayar lunas harga 
pengiriman barang itu dan sekaligus berhak memperoleh barangnya. Selain orang-
perorangan, para pihak dalam perjanjian bisa juga terdiri dari badan hukum. 
Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang dapat menjadi salah satu 
pihak atau keduanya dalam perjanjian. Kedua-duanya merupakan subyek hukum, 
yaitu pihak-pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum, pihak-pihak yang 
mengembang hak dan kewajiban. Suatu badan hukum segala perbuatan hukumnya 
akan mengikat badan hukum itu sebagai sebuah entitas legal (legal entity). 
Meskipun perbuatan badan hukum itu diwakili pimpinannya misalnya, Direktur 
dalam Perseroan Terbatas (PT), namun perbuatan ini tidak mengikat pemimpin 
badan hukum itu secara perorangan, melainkan mewakili perusahaan sebagai legal 
entity.  
Dalam pelaksanaannya, jika terjadi pelanggaran perjanjian, misalnya salah 
satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) sehingga 
menimbulkan kerugian pada hak pihak yang lain, maka pihak yang dirugikan itu 
dapat menuntut pemenuhan haknya yang dilanggar. Seperti halnya, PT. Citra Van 
Titipan Kilat (TIKI) melakukan pengiriman barang kepada konsumennya dan juga 
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melakukan perjanjian waktu penerimaan barang yang telah disepakati antara 
pelaku usaha dengan konsumen. Namun beberapa hari kemudian barang yang 
dikirim melalui jasa pengiriman barang tersebut tidak tiba dalam waktu yang telah 
dijanjikan pelaku usaha terhadap konsumennya, sehingga konsumen merasa 
dirugikan akan hal yang telah dilakukan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI). 
Tujuan perjanjian layaknya membuat undang-undang, yaitu mengatur hubungan 
hukum dan melahirkan seperangkat hak dan kewajiban. Bedanya, undang-undang 
mengatur masyarakat secara umum, sedangkan perjanjian hanya mengikat pihak-
pihak yang memberikan kesepakatannya. Oleh karena setiap orang dianggap tahu 
hukum, maka terhadap semua undang-undang masyarakat telah dianggap 
mengetahuinya sehingga bagi mereka yang melanggar, siapapun, tak ada alasan 
untuk lepas dari hukuman. 
 Demikian pula perjanjian, bertujuan mengatur hubungan-hubungan hukum 
namun sifatnya privat, yaitu hanya para pihak yang menandatangani perjanjian itu 
saja yang terkait. Jika dalam pelaksanaannya menimbulkan sengketa perjanjian itu 
dapat dihadirkan sebagai alat bukti di Pengadilan guna menyelesaikan sengketa. 
Perjanjian membuktikan bahwa hubungan hukum para pihak merupakan sebuah 
fakta hukum, yang dengan fakta itu kesalahpahaman dalam sengketa dapat 
diluruskan, bagaimana seharusnya hubungan itu dilaksanakan dan siapa yang 
melanggar.
4
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www.legalakses.com/perjanjian/?fdx-switcher=true, diakses pada tanggal 1-November-
2016, pukul 07.42 WITA  
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2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian 
Sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya empat 
syarat sahnya suatu perjanjian yaitu : 
1. Adanya kata Sepakat 
Supaya kontrak menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala 
hal yang ada dalam perjanjian. Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan 
atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang 
dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika memang 
menghendaki apa yang disepakati, ada lima cara terjadinya persesuaian 
pernyataan kehendak, yaitu dengan:
5
 
a. Bahasa yang sempurna dan tertulis; 
b. Bahasa yang sempurna secara lisan; 
c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan, karena 
dalam kenyataannya sering kali seseorang menyampaikan dengan bahasa 
yang tidak sempurna tetapi dimengarti oleh pihak lawannya; 
d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya; 
e. Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan. 
Suatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak atau kata sepakat 
dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut di bawah ini :
6
 
a. Paksaan (dwang) 
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Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, (Cet. I. Jakarta: Sinar 
Grafika, 2003), h. 23  
6
Marilang, Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian), (Alauddin 
University Press, 2013), h. 232-238 
19 
 
 
 
Setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan 
kehendak para pihak termasuk dalam tindakan pemaksaan. Didalam hal ini, 
setiap perbuatan atau ancaman melanggar undang-undang jika perbuatan 
tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan salah satu pihak dengan 
membuat suatu ancaman, yaitu setiap ancaman yang bertujuan agar pada 
akhirnya pihak lain memberikan hak, kewenangan ataupun hak istimewanya. 
Paksaan dapat berupa kejahatan atau ancaman kejahatan, hukuman penjara 
atau ancaman hukuman penjara, penyitaan atau kepemilikan suatu benda atau 
tanah yang dilakukan secara tidak sah, dan tindakan-tindakan lain yang 
melanggar undang-undang, seperti tekanan ekonomi, penderitaan fisik dan 
mental, membuat seseorang dalam keadaan takut, dan lain-lain. Menurut 
Sudargo, Paksaan (dwang) adalah setiap tindakan intimidasi mental. 
Contohnya adalah ancaman kejahatan fisik dan hal ini dapat dibuat 
penuntutan terhadapnya. Jika ancaman kejehatan fisik tersebut merupakan 
suatu tindakan yang diperbolehkan oleh hukum maka dalam hal ini ancaman 
tersebut tidak diberi sanksi hukum, dan dinyatakan bahwa tidak ada paksaan 
sama sekali. Selain itu paksaan juga bisa dikarenakan oleh pemerasan atau 
keadaan dibawah pengaruh terhadap seseorang yang mempunyai kelainan 
mental. 
b. Kesesatan (dwaling) 
Dalam hal ini, salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki persepsi yang 
salah terhadap objek atau subjek yang terdapat dalam perjanjian. Ada 2 (dua) 
macam kekeliruan, yang pertama yaitu eror in persona, yaitu kekeliruan pada 
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orangnya, contohnya : sebuah perjanjian yang dibuat dengan artis yang 
terkenal tapi kemudian perjanjian tersebut dibuat dengan artis yang tidak 
terkenal hanya karena dia mempunyai nama yang sama. Kedua adalah eror in 
subtantia yaitu kekeliruan yang berkaitan dengan karakteristik suatu benda, 
contohnya : seseorang yang membeli lukisan Basuki Abdullah tetapi 
kemudian setelah sampai dirumah orang itu baru sadar bahwa lukisan yang 
dibelinya tadi adalah lukisan tiruan dari lukisan Basuki Abdullah 
c. Penipuan (bedrog) 
Penipuan adalah tindakan tipu muslihat. Menurut pasal 1328 KUHPerdata 
dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan 
perjanjian. Dalam hal ada penipuan, pihak yang ditipu, memang memberikan 
pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, tapi kehendaknya itu ada daya 
tipu, sengaja diarahkan ke suatu arah yang bertentangan dengan kehendak 
yang sebenarnya, yang seandainya tidak ada penipuan, merupakan tindakan 
yang benar. Dalam hal penipuan gambaran yang keliru sengaja ditanamkan 
oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Jadi elemen penipuan tidak 
hanya pernyataan yang bohong, melainkan harus ada serangkaian 
kebohongan, serangkaian cerita yang tidak benar, dan setiap tindakan atau 
sikap yang bersifat menipu. Dengan kata lain, penipuan adalah tindakan yang 
bermaksud jahat yang dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian itu 
dibuat. Perjanjian tersebut mempunyai maksud untuk menipu pihak lain dan 
membuat mereka menandatangani perjanjian itu. Pernyataan yang salah satu 
itu sendiri bukan merupakan penipuan, tetapi hal ini harus disertai dengan 
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tindakan yang menipu. Tindakan penipuan tersebut harus dilakukan oleh atau 
atas nama pihak dalam kontrak, seseorang yang melakukan tindakan tersebut 
haruslah mempunyai maksud jahat. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan 
bahwa penipuan terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu :  
a. merupakan tindakan yang bermaksud jahat, kecuali untuk kasus kelalaian 
dalam menginformasikan cacat tersembunyi pada suatu benda; 
b. Sebelum perjanjian tersebut dibuat; 
c. Dengan niat atau maksud agar pihak lain menandatangani perjanjian; 
d. Tindakan yang dilakukan semata-mata hanya dengan maksud jahat. 
Kontrak yang mempunyai unsur penipuan didalamnya tidak membuat kontrak 
tersebut batal demi hukum (null and void) melainkan kontrak tersebut hanya dapat 
dibatalkan (voidable). Hal ini berarti selama pihak yang dirugikan tidak menuntut 
ke Pengadilan yang berwenang maka kontrak tersebut masih tetap sah. Dengan 
demikian apabila terjadi perjanjian mengandung cacat kehendak karena paksaan, 
kekhilafan dan penipuan, maka akibat hukum yang dapat timbul adalah perjanjian 
itu dapat dimintakan pembatalan. Menurut Pasal 1454 BW bahwa pembatalan 
perjanjian dapat dimintakan dalam tenggang waktu lima tahun. Apabila perjanjian 
dinyatakan mengandung cacat kehendak karena adanya paksaan, maka perjanjian 
dapat dimintakan pembatalan terhitung sejak hari paksaan itu berakhir. Sedangkan 
perjanjian yang mengandung cacat kehendak karena kekhilafan dan penipuan, 
maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan terhitung sejak hari diketahui 
adanya kekhilafan dan penipuan itu.
7
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Marilang, Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian), 2013, h. 240 
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2. Kecakapan untuk membuat perikatan 
Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk 
membuat perjanjian, kecuali apabila menurut Undang-undang dinyatakan 
tidak cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang 
yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu : orang yang belum cukup 
umur, mereka yang ditaruh dibawah pengampunan dan perempuan yang 
sudah menikah.  
3. Suatu hal tertentu 
Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (een 
bepaald onderwerp) suatu hal tertentu adalah hal bisa ditentukan jenisnya 
(determinable). Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian 
harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan 
jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian 
haruslah mengenai suatu hal tertentu, berarti bahwa apa yang diperjanjikan, 
yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan 
dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Secara umum, 
suatu hal tertentu dalam kontrak dapat berupa hak, jasa, benda atau sesuatu, 
baik yang sudah ada ataupun belum ada, asalkan dapat ditentukan jenisnya.  
4. Kausa yang tidak terlarang 
Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang 
tidak terlarang. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan 
dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi 
batal. Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, jika 
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kausa dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan 
undang-undang yang berlaku. Untuk menentukan apakah suatu kausa 
perjanjian bertentangan dengan kesusilaan bukanlah hal yang mudah, karena 
istilah kesusilaan tersebut sangat abstak, yang isinya bisa berbeda-beda antara 
daerah yang satu dan daerah yang lainnya atau antara kelompok masyarakat 
yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat 
pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan jaman.  
Syarat sahnya kontrak diatas berkenaan baik mengenai subjek maupun objek 
perjanjian. Persyaratan pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian 
dan pembatalan untuk kedua syarat tersebut adalah dapat dibatalkan. Sedangkan 
persyaratan ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dan 
pembatalan untuk kedua syarat tersebut diatas adalah batal demi hukum. Dapat 
dibatalkan berarti bahwa selama perjanjian tersebut belum diajukan 
pembatalannya ke Pengadilan yang berwenang maka perjanjian tersebut masih 
tetap sah, sedangkan batal demi hukum berarti bahwa perjanjian sejak pertama 
kali dibuat telah tidak sah, sehingga hukum menganggap bahwa perjanjian 
tersebut tidak pernah ada sebelumnya. 
3. Asas-asas Kontrak dalam KUHPerdata 
Beberapa asas dari kontrak sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata 
adalah sebagai berikut : 
a. Hukum Kontrak Bersifat Mengatur 
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Sebagaimana diketahui bahwa hukum dapat dibagai kedalam dua bagian, 
yaitu:
8
 
1. Hukum memaksa (dwingend recht, mandatory law) dan 
2. Hukum mengatur (aanvullen recht, aptional law). 
Hukum tentang kontrak pada prinsipnya tergolong dalam hukum mengatur. 
Artinya, bahwa hukum tersebut baru berlaku sepanjang para pihak tidak 
mengaturnya lain. Jika para pihak dalam kontrak mengaturnya secara lain dari 
yang diatur dalam hukum kontrak, yang berlaku adalah apa yang diatur sendiri 
oleh para pihak tersebut. 
b. Asas Kebebasan Berkontrak 
Salah satu dalam hukum kontrak adalah asas kebebasan berkontrak (freedom 
of contract). Artinya, para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi 
kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
9
 
1. Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak; 
2. Tidak dilarang oleh Undang-undang; 
3. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku; 
4. Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik. 
Asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari sistem terbuka (open 
system) dari hukum kontrak tersebut.
10
 
c. Asas Pacta Sunt Servenda 
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Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, Merajut Hukum di Indonesia, (Jakarta: Mitra Wacana 
Media, 2014), h. 53-54 
9
Munir Fuady, Hukum Kontrak, (Cet. I, PT. Citra Aditya Bhakti, 2001), h. 24  
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Salim, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak dan Memorandum Of 
Understanding (MoU), (Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2-3  
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Asas Pacta Sunt Servenda (janji itu mengikat) ini mengajarkan bahwa suatu 
kontrak yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh. 
KUHPerdata kita juga menganut prinsip ini dengan melukiskan bahwa suatu 
kontrak berlaku seperti Undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 
KUHPerdata). 
d. Asas Konsensual dari Suatu Kontrak 
Hukum kontrak juga menganut asas konsensual. Maksud dari asas konsensual 
ini adalah bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata 
sepakat, tentunya selama syarat-syarat sahnya kontrak lainnya sudah 
dipenuhi. Jadi, dengan adanya kata sepakat, kontrak tersebut pada prinsipnya 
sudah mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum sehingga mulai saat itu 
juga sudah timbul hak dan kewajiban diantara para pihak. Dengan demikian, 
pada prinsipnya syarat tertulis tidak diwajibkan untuk suatu kontrak, kontrak 
lisan pun sebenarnya sah-sah saja menurut hukum. 
Akan tetapi, terhadap beberapa jenis kontrak disyaratkan harus dibuat dalam 
bentuk tertulis bahkan harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat tertentu sehingga 
disebut dengan kontrak formal. Ini merupakan perkecualian dari prinsip-prinsip 
umum tentang asas konsensual. Contoh dari kontrak yang harus dibuat secara 
tertulis (perkecualian dari asas konsensual) adalah:
11
  
a. Kontrak perdamaian 
b. Kontrak pertanggungan 
c. Kontrak penghibahan. 
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Munir Fuady, Hukum Kontrak, (Cet.1 Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 23 
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e. Asas Obligator dari suatu kontrak 
Menurut hukum kontrak, suatu kontrak bersifat obligator, maksudnya adalah 
setelah sahnya suatu kontrak, maka kontrak tersebut sudah mengikat, tetapi baru 
sebatas menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. 
4. Perjanjian dalam Prespektif Islam 
Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum 
Islam. Kata akad berasal dari kata al-„aqd, yang berarti mengikat, 
menyambungkan atau menghubungkan (ar-rabt). Akad merupakan keterkaitan 
atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab 
adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban 
persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran 
pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-
masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak 
kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.
12
 
Sedangkan akad dan kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau 
komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua belah pihak atau 
lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. 
Menurut az-Zarqa‟ suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan 
oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan 
diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya 
tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-
masing harus diungkapkan dalam suatu pertanyaan. Pertanyaan pihak-pihak yang 
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Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari‟ah (Studi Tentang teori Akad dalam Fikih 
Muamalat), (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 68-69  
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berakad itu disebut dengan ijab dan qabul. Dalam hukum Islam istilah kontrak 
tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga 
dalam hal ini akad didefenisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh 
salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain secara sah menurut syara‟ yang 
tampak akibat hukumnya pada obyeknya.  
Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kontrak 
merupakan kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua 
pihak atau lebih melalui ijab atau qabul yang memiliki ikatan hukum bagi semua 
pihak yang terlibat untuk melaksankan apa yang menjadi kesepakatan tersebut. 
Adapaun yang dimaksud dengan hukum kontrak syari‟ah adalah keseluruhan 
kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum dibidang muamalah 
khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara para pihak atau 
lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis 
berdasarkan hukum islam
13
. Dengan memperhatikan pengertian akad atau 
perjanjian diatas, dapat diketahui bahwa suatu akad terbentuk dengan adanya 
beberapa hal, yaitu:
14
 
a. „Aqid adalah orang yang berakad; terkadang masing-masing pihak terdiri dari 
satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. 
b. Mahallu al-aqdi atau ma‟qud „alaihi. Yaitu benda yang berlaku padanya 
hukum akad atau disebut juga dengan objek akad. 
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Lukman Santoso AZ, Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, 
Kerja Sama dan Bisnis), (Setara Perss, 2016), h. 48-49 
14
Abdi Widjaya, Konfigurasi Akad dalam Islam (Sebuah Tinjauan Fikih Muamalah), (Cet 
I, Alauddin University Press, 2014), h. 33-34  
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c. Maudhu‟u al- „aqdi, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, 
berbeda akad maka berbeda tujuan pokok akad. 
d. Shighat al-„aqd ialah ijab kabul. Ijab Kabul ialah permulaan penjelasan yang 
keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam 
mengadakan akad. 
Adapun rukun akad (ijab dan qabul), ijab dan qabul dinamakan sigat al- „aqdi 
yaitu ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua bela pihak. Sigat al- 
„aqdi ini memerlukan tiga syarat:15 
1. Harus terang pengertiannya. 
2. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. 
3. Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.  
Rukun merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam suatu hal, peristiwa 
ataupun tindakan. Dengan demikian, suatu akad dipandang batal atau tidak sah 
jika tidak memenuhi apa yang menjadi rukun-rukunnya.  
Adapun ayat-ayat yang membahas tentang perjanjian yaitu sebagai berikut : 
QS. Ar-Ra‟d ayat 20  
                   
Terjemahnya: 
“(yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak 
perjanjian”, 
Maksud dari ayat tersebut dimana, yang telah ALLAH SWT amanatkan 
kepada mereka dan mengikat mereka dengan janji itu, berupa pelaksanaan hak-
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Abdi Widjaya, Konfigurasi Akad dalam Islam (Sebuah Tinjauan Fikih Muamalah), 
2014, h. 35 
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hakNya secara sempurna dan komplet, yang dimaksud dengan menepatinya ialah 
memenuhi hak-hakNya dalam bentuk menyempurnakan dan bersikap tulus 
terhadapnya, dan termasuk indikasi pemenuhan hak tersebut, bahwa mereka tidak 
merusak perjanjian yang telah mereka tetapkan sendiri dengan ALLAH SWT. 
Seluruh akad, perjanjian, sumpah dan nadzar yang telah diikrarkan seseorang 
masuk kedalamnya. 
 
QS. Ali „Imran ayat 76: 
                          
Terjemahnya: 
 “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) 
nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang bertakwa.” 
Penjelasan mengenai ayat tersebut yang dimana barangsiapa yang yang 
bertentangan dengan hal itu yakni tidak memenuhi janjinya antara ia dengan 
sesamanya dan tidak pula menunaikan ketakwaan kepada ALLAH SWT, maka 
sesungguhnya ALLAH SWT akan memurkai dan akan membalasnya atas 
perbuatannya itu dengan siksaan yang berat. 
Perintah ayat ini menunjukan betapa Al-Qur‟an sangat menekankan perlunya 
memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dan pemenuhan sempurna, 
kalau perlu melebihkan dari yang seharusnya, serta mengecam orang-orang yang 
menyiayiakannya 
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B. Perjanjian Pengiriman Barang 
1. Pengertian Pengiriman Barang  
Secara umum pengertian pengiriman barang adalah segala upaya yang 
diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk 
memberikan pelayanan jasa berupa pengiriman barang, baik antara kota, antara 
pulau dan antara Negara. Sehingga perusahaan-perusahaan yang menjalankan 
bisnisnya dalam pengiriman barang menggunakan jasa pengangkutan darat, 
pengangkutan laut dan pengangkutan udara.  
A. Pengertian Pengangkutan 
Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan 
pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan 
pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan 
tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk 
membayar uang angkutan.
16
 
B. Fungsi Pengangkutan 
Pada dasarnya fungsi pengangkutan adalah untuk memindahkan barang dari 
suatu tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan 
nilai. Jadi dengan pengangkutan maka dapat diadakan perpindahan barang-
barang dari suatu tempat dirasa barang itu kurang berguna ketempat dimana 
barang-barang-barang tadi dirasakan akan lebih bermanfaat. Perpindahan 
barang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang diselenggarakan dengan 
pengangkutan tersebut harus dilakukan dengan memenuhi beberapa ketentuan 
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Elfrida Gultom, Hukum Pengangkutan Laut, (Jakarta: Literata Lintas Media, 2009), 
h.15 
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yang tidak dapat ditinggalkan, yaitu harus diselenggarakan dengan aman, 
selamat, cepat, tidak ada perubahan bentuk tempat dan waktunya. 
Menurut Sri Rejeki Hartono bahwa pada dasarnya pengangkutan mempunyai 
dua nilai kegunaan yaitu :
17
 
a. Kegunaan Tempat (Place Utility) 
Dengan adanya pengangkutan berarti terjadi perpindahan barang dari suatu 
tempat, dimana barang tadi dirasakan kurang bermanfaat, ketempat lain yang 
menyebabkan barang tadi menjadi lebih bermanfaat. 
b. Kegunaan Waktu (Time Utility) 
Dengan adanya pengangkutan berarti dapat dimungkinkan terjadinya suatu 
perpindahan suatu barang dari suatu tempat, ketempat lain dimana barang itu 
lebih diperlukan tepat pada waktunya. 
Adapun jenis pengangkutan dan pengaturannya yaitu : 
1. Pengangkutan melalui darat yang diatur dalam : 
a. KUHD, buku I, Bab V, Bagian 2 dan 3, mulai pasal 90-98. 
b. Undang-undang No 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan Raya. 
c. Undang-undang No 3 Tahun 1989 Tentang Telekomunikasi 
d. Undang-undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian 
e. Peraturan-peraturan khusus lainnya 
2. Pengangkutan melalui Laut yang diatur dalam : 
a. KUHD, Buku II, Bab V tentang Perjanjian Cartel Kapal. 
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Argawahyu.blogspot.com/2011/06/hukum-pengangkutan.html? diakses pada tanggal 10 
november 2016, pukul 09.20 WITA  
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b. KUHD, Buku II, Bab V A tentang Pengangkutan Barang-barang. 
c. KUHD, Buku II, Bab VB tentang Pengangkutan Orang 
d. Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 
e. Peraturan-peraturan khusus lainnya 
3. Pengangkutan melalui udara yang diatur dalam : 
a. S. 1939 Nomor 100 (Luchtvervoerordonnatie) 
b. Undang-undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. 
c. Peraturan-peraturan khusus lainnya. 
2. Sifat Hukum Perjanjian Pengangkutan  
Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak yaitu pengangkut dan 
pengguna jasa adalah sama tinggi atau sejajar, jadi tidak ada yang lebih tinggi 
ataupun yang lebih rendah. Mengenai sifat hukum perjanjian pengangkutan 
terdapat beberapa pendapat, antara lain yaitu:
18
 
a) Pelayanan berkala artinya hubungan kerja antara pengirim dan pengangkut 
tidak bersifat tetap, hanya kadang kala saja bila pengirim membutuhkan 
pengangkutan (tidak terus-menerus), berdasarkan atas ketentuan Pasal 1601 
KUHPerdata.  
b) Pemborongan sifat hukum perjanjian pengangkutan bukan pelayanan berkala 
tetapi pemborongan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1601 b KUHPerdata. 
Pendapat ini didasarkan atas ketentuan Pasal 1617 KUHPerdata (Pasal 
penutup dari bab VII A tentang pekerjaan pemborongan).  
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Elfrida Gultom, Hukum Pengangkutan Darat, (Jakarta: Literata Lintas Media, 2009), h. 
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c) Campuran perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian campuran yakni 
janjian melakukan pekerjaan (pelayanan berkala) dan unsur penyimpanan 
(pasal 468 (1) KUHD). 
3. Terjadinya Perjanjian Pengangkutan  
Menurut sistem hukum Indonesia, pembuatan perjanjian pengangkutan tidak 
disyaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan, asal ada persesuaian kehendak 
(konsensus). Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa untuk adanya suatu 
perjanjian pengangkutan cukup dengan adanya kesepakatan (konsensus) diantara 
para pihak. Dengan kata lain perjanjian pengangkutan bersifat konsensuil. Dalam 
praktek sehari-hari, dalam pengangkutan darat terdapat dokumen yang disebut 
dengan surat muatan (vracht brief) seperti yang dimaksud dalam pasal 90 KUHD. 
Demikian juga halnya dalam pengangkutan melalui laut terdapat dokumen 
konosemen yakni tanda penerimaan barang yang harus diberikan pengangkut 
kepada pengirim barang. Dokumen-dokumen tersebut bukan merupakan syarat 
mutlak tentang adanya perjanjian pengangkutan. Tidak adanya dokumen tersebut 
tidak membatalkan perjanjian pengangkutan yang telah ada (Pasal 454, 504 dan 
90 KUHD). Jadi dokumen-dokumen tersebut tidak merupakan unsur dari 
perjanjian pengangkutan. Dri uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian 
pengangkutan bersifat konsensuil. 
4. Kedudukan Penerima 
Dalam perjanjian pengangkutan, termasuk kewajiban pengangkut adalah 
menyerahkan barang angkutan kepada penerima. Disini penerima bukan 
merupakan pihak yang ada dalam perjanjian pengangkutan tetapi pada dasarnya 
34 
 
dia adalah pihak ketiga yang berkepentingan dalam pengangkutan (Pasal 1317 
KUHPerdata). Penerima bisa terjadi adalah pengirim itu sendiri tetapi mungkin 
juga orang lain, penerima akan berurusan dengan pengangkut apabila dia telah 
menerima barang-barang angkutan. Pihak penerima harus membayar ongkos 
angkutannya, kecuali ditentukan lain. Apabila penerima tidak mau membayar 
ongkos atau uang angkutannya maka pihak pengangkut mempunyai hak retensi 
terhadap barang-barang yang diangkutnya. 
5.  Keuntungan dan Kerugian dari adanya Jasa Pengiriman Barang 
a. Adapun keuntungan dari adanya jasa pengiriman barang yaitu:19 
1. Terbukanya lahan pekerjaan yang baru. 
2. Menambah penghasilan. 
3. Pengiriman barang secara cepat. 
4. Membantu perusahaan-perusahaan mengirim barang kepada konsumen 
secara cepat. 
b. Adapun kerugian dari adanya jasa pengiriman barang yaitu : 
1. Barang yang dikirim belum tentu sampai tujuan tepat waktu. 
2. Barang yang dikirim terkadang rusak. 
C. Wanprestasi 
1. Pengertian Wanprestasi  
Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban 
sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak 
tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Seperti halnya 
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dalam perusahaan, yang dimana antara pelaku usaha dengan konsumen saling 
mengikat diri dalam suatu perjanjian. Namun ada saja kejadian yang terjadi 
dimana perusahaan biasanya tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi). 
Sebagaimana diketahui bahwa Wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan debitur 
dilihat dari segi bentuknya dapat berupa empat macam, yaitu : 
20
 
a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya atau sama sekali 
tidak memenuhi prestasi. Artinya, debitur tidak memenuhi kewajiban yang 
telah disanggupi untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi 
kewajiban yang ditetapkan Undang-undang dalam perikatan yang lahir dari 
Undang-undang.  
b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan 
atau tidak tunai memenuhi prestasi. Artinya, debitur memenuhi prestasi tetapi 
tidak seluruhnya dipenuhi sebagaimana diperjanjikan atau yang ditetapkan 
Undang-undang dalam perikatan yang lahir dari Undang-undang. 
c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat atau terlambat memenuhi 
prestasi. Artinya, debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, karena lewat 
dari waktu yang ditentukan dalam perjanjian.  
d) Keliru memenuhi prestasi. Artinya, debitur melaksanakan atau memenuhi apa 
yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan dalam Undang-undang, tetapi 
tidak sebagaimana mestinya menurut kualitasnya. 
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Atas wanprestasi yang dilakukan debitur maka kreditur dapat menuntut : 
21
 
a. Pemenuhan perjanjian; 
b. Pemenuhan perjanjian dan ganti kerugian; 
c. Ganti kerugian (Pasal 1243 sampai dengan pasal 1252 KUHPerdata); 
d. Pembatalan persetujuan timbal balik; 
e. Peralihan resiko; 
f. Pembayaran biaya perkara, jika diajukan di persidangan. 
Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum 
perlindungan konsumen. dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, 
diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab 
dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.
22
 
Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan 
sebagai berikut ; 
23
 
a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan 
Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung 
jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 
1365 KUH Perdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan 
melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok yaitu : 1) 
adanya perbuatan, 2) adanya unsur kesalahan, 3) adanya kerugian yang 
diderita, 4) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. 
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b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab 
Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab 
(presumption of liability principle), sampai ia dapat membuktikan ia tidak 
bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat. Berkaitan dengan prinsip 
tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan khususnya, dikenal 
empat variasi ; 1) Pengangkutan dapat membebaskan diri dari tanggung 
jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar 
kekuasaannya, 2) Pengangkutan dapat membebaskan diri dari tanggung jawab 
jika ia dapat membuktikan, ia mengambil sesuatu tindakan yang diperlukan 
untuk menghindari timbulnya kerugian, 3) Pengangkutan dapat membebaskan 
diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul 
bukan karena kesalahannya, 4) Pengangkutan tidak bertanggung jawab jika 
kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan atau kelalaian penumpang atau 
karena kualitas barang yang diangkut tidak baik. 
c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab 
Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk tidak selalu 
bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang 
sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense 
dapat dibenarkan. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah dalam hukum 
pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi 
tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) 
adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku 
usaha) tidak dapat diminta pertanggung jawabannya. 
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d. Prinsip Bertanggung Jawab Mutlak 
Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara 
umum digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha. 
e. Prinsip  Bertanggung Jawab Dengan Pembatasan 
Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan 
secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 
seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang 
merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. 
D. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 
1. Pengertian Pelaku Usaha dalam Undang-undang Perlindungan 
Konsumen 
Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
 Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 
kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 
berbagai bidang ekonomi.  
 
Pelaku usaha dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, 
koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pelaku usaha tersebut 
tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK 
membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 
hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
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melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
24
 Dari 
pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan 
Konsumen tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa unsur/syarat yaitu : 
1. Bentuk atau wujud dari pelaku usaha adalah : 
a. Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan 
usahanya secara seorang diri. 
b. Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama 
melakukan kegiatan usaha, badan usaha dapat dikelompokkan menjadi dua 
kategori, yaitu : badan hukum misalnya Perseroan Terbatas (PT), dan 
bukan badan hukum, misalnya firma atau sekelompok orang yang 
melakukan kegiatan usaha secara insidentill. 
2. Kegiatan usaha tersebut harus didasarkan perjanjian  
3. Didalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian ini sangat luas, bukan hanya 
bidang produksi. 
 
Melalui penjabaran unsur atau syarat pelaku usaha tersebut dapat dilihat 
bahwa pengertian pelaku usaha menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen 
sangat luas, bukan hanya produsen melainkan hingga pihak terakhir yang menjadi 
perantara antara pelaku usaha dan konsumen, seperti agen, distributor dan 
pengecer atau yang sering disebut konsumen perantara. 
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 
Hak-hak dari pelaku usaha itu menurut Pasal 6 Undang-undang No. 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut : 
a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 
kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan; 
b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 
beritikad tidak baik; 
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian 
hukum sengketa konsumen; 
d. Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang 
diperdagangkan; 
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e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 
Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut pada huruf b, c dan d, 
sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak 
aparat pemerintah dan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau 
pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak 
tersebut diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan hingga 
mengabaikan kepentingan pelaku usaha dapat dihindari. Satu-satunya yang 
berhubungan dengan kewajiban konsumen atas hak-hak pelaku usaha yang 
disebutkan pada huruf b, c dan d tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti 
upaya penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya.
25
 
Adapun dalam Pasal 7 No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur 
kewajiban dari pelaku usaha : 
a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
b. Memberikan informasi; 
c. Melayani dengan cara yang sama; 
d. Memberi jaminan; 
e. Memberikan kesempatan mencoba; 
f. Memberikan kompensasi. 
Kewajiban pelaku usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha 
merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan 
tentang iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW. Bahwa perjanjian harus 
dilaksanakan dengan itikad baik. Sedangkan Arrest H.R. di Negeri Belanda 
memberikan peranan tertinggi terhadap itikad baik dalam tahap pra perjanjian, 
bahkan kesesatan ditempatkan dibawah asas iktikad baik, bukan lagi pada teori 
kehendak. Begitu pentingnya iktikad baik tersebut, sehingga dalam perundingan-
perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua bela pihak akan berhadapan 
dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik dan 
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hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu 
harus bertindak dengan mengigat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak 
lain. Bagi masing-masing pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk 
mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan 
sebelum menandatangani kontrak, atau masing-masing pihak harus menaruh 
perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan iktikad 
baik.
26
 
Kewajiban memberikan informasi berarti pelaku usaha wajib memberikan 
informasi kepada masyarakat atau konsumen atas barang dan segala hal sesuai 
mengenai barang yang dibutuhkan konsumen. Informasi itu adalah informasi yang 
benar, jelas dan jujur. Kewajiban melayani berarti pelaku usaha wajib memberi 
pelayanan kepada konsumen secara benar dan jujur serta tidak membeda-
beedakan cara ataupun kualitas pelayanan secara diskriminatif. Kewajiban 
memberikan kesempatan berarti pelaku usaha wajib memberikan kesempatan 
kepada konsumen untuk menguji suatu barang. Kewajiban memberikan 
kompensasi berarti pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi, dan 
atau penggantian kerugian akibat tidak atau kurang bergunanya barang untuk 
memenuhi kebutuhan sesuai dengan fungsinya dan karena tidak sesuainya barang 
yang diterima dengan yang diperjanjikan. 
Terhadap kewajiban pelaku usaha sebagaimana disebutkan diatas, pelaku 
usaha harus memenuhinya dengan baik secara bertanggung jawab. Pelaku usaha 
bertanggung jawab secara hukum atas segala kesalahannya dalam menjalankan 
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kewajiban-kewajiban itu, pelaku usaha dapat dituntut secara hukum atas setiap 
kelalaiannya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban itu.
27
 
E. Hak dan Kewajiban Konsumen 
1. Pengertian Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen 
Istilah “hukum Konsumen” dan “Hukum Perlindungan Konsumen” sudah 
sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam 
materi keduanya. M.J. Leder menyatakan “In a sense there is such creature as 
consumer law”. Sekalipun demikian, secara umum sebenarnya hukum konsumen 
dan hukum perlindungan konsumen itu dinyatakan oleh lowe yakni “rules of law 
which recognize the bargaining weakness of the individual consumer and which 
ensure that weakness is not unfairly exploited”. 28 
Oleh Karena posisi konsumen yang lemah maka harus dilindungi oleh 
hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan 
perlindungan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya hukum konsumen dan hukum 
perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan 
ditarik batasnya. 
Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bidang dari ilmu 
hukum. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk 
menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam 
usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan 
konsumen itu sendiri. Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan dari pengertian 
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perlindungan konsumen menurut peraturan yang berlaku, diantaranya sebagai 
berikut:
29
 
a. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan 
perumusan maupun pengelompokan yang jelas mengenai macam dan jenis 
barang yang dilindungi. Hal ini berkaitan erat dengan sifat pertanggung 
jawabannya yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha dengan konsumen 
yang telah berhubungan. Tidak adanya perumusan atau pengelompokan dan 
pembedaan dari jenis atau macam barang tersebut pada satu sisi dapat 
memberikan keuntungan tersendiri kepada konsumen yang memanfaatkan, 
mempergunakan, ataupun memakai suatu jenis barang tertentu dalam 
kehidupan sehari-hari. 
b. Undang-undang Perlindungan Konsumen lebih banyak mengatur perilaku 
pelaku usaha. 
Bagi konsumen adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen ini 
merupakan sandaran hukum untuk berpijak bila konsumen dirugikan, karena 
bila konsumen merasa dirugikan ia dapat menuntut pelaku usaha tidak hanya 
diam dan menerima apa saja yang diberikan oleh pelaku usaha walau itu tidak 
sesuai dengan apa yang dijanjikan. Konsumen dapat berperan aktif 
mengawasi penerapan undang-undang perlindungan konsumen ini disamping 
pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat agar setiap penyimpangan atau 
pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat dikenakan sanksi. Dengan 
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demikian konsumen telah mempunyai kepastian hukum guna melindungi 
hak-hak dan kepentingannya. 
2. Hak Konsumen 
Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UUPK lebih luas 
daripada hak-hak dasar konsumen sebagai pertama kali dikemukakan oleh 
Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy didepan Kongres pada tanggal 15 Maret 
1962, pada waktu mengemukakan gagasan tentang perlunya perlindungan 
konsumen, beliau sekaligus menyebutkan empat hak konsumen yang perlu 
mendapat perlindungan secara hukum, yaitu terdiri atas:
30
 
a. Hak memperoleh keamanan (the right to safety); 
b. Hak memilih (the right to choose); 
c. Hak mendapat informasi (the right to be informed); dan 
d. Hak untuk didengar (the right to be hard). 
Memerhatikan hak-hak yang disebutkan diatas, maka secara keseluruhan pada 
dasarnya dikenal sepuluh macam hak konsumen, yaitu sebagai berikut:
31
 
a. Hak atas kemanan dan keselamatan 
Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin 
keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang yang 
diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian. 
b. Hak untuk memperoleh informasi 
Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi 
yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu 
bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat 
karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan 
benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar. 
c. Hak untuk memilih 
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Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada 
konsumen tanpa ada tekanan dari pihak luar 
d. Hak untuk didengar 
Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan 
lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat 
disampaikan baik secara perorangan, maupun kolektif, baik yang 
disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu, 
misalnya melalui YLKI. 
e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup 
Hak ini merupakan hak yang sangat mendasar, karena menyangkut hak untuk 
hidup. Dengan demikian, setiap orang atau konsumen berhak untuk 
memperoleh kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidupnya secara layak 
f. Hak untuk memperoleh ganti rugi 
Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang 
telah menjadi rusak akibat adanya penggunaan barang yang tidak memenuhi 
harapan konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui 
prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai atau diluar pengadilan 
maupun diselesaikan melalui pengadilan. 
g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen 
Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar 
konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan 
agar dapat terhindar dari kerugian, karena dengan pendidikan konsumen 
tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti. 
h. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat 
Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat ini sangat penting bagi konsumen 
dan lingkungan. Hak untuk memperoleh lingkungan bersih dan sehat serta 
hak untuk memperoleh informasi tentang lingkungan ini diatur dalam Pasal 5 
Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Sedangkan Pasal 3 g Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai pengganti 
Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan bahwa 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan menjamin 
pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi 
manusia. 
i. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya 
Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat 
permainan harga barang secara tidak wajar. Karena dalam keadaan tertentu 
konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi 
daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang yang diperolehnya. 
j. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut 
Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang 
telah dirugikan, dengan melalui jalur hukum. Sepuluh hak konsumen, yang 
merupakan himpunan dan berbagai pendapat tersebut diatas hampir semuanya 
sama dengan hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-
undang Perlindungan Konsumen. 
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3. Kewajiban Konsumen 
Adapun mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-
undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yakni : 
a. Membaca atau mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau 
pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan; 
b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa; 
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen  
secara patut. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), 
yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori 
dan praktik. 
2. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan 
permasalahan dan pembahasan, maka penulis melakukan penelitian dengan 
memilih lokasi penelitian di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. 
Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Perusahaan Jasa TIKI, 
Karyawan TIKI dan Masyarakat atau Konsumen.  
Lokasi penelitian tersebut dipilih karena pada penulis tersebut dapat 
memperoleh data yang diperlukan dalam pembahasan yang terkait dengan 
masalah penelitian 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan Undang-undang, pendekatan Undang-undang yaitu suatu bentuk 
pendekatan dengan menggunakan disiplin ilmu dan peraturan-peraturan yang 
berlaku yaitu Peraturan Perundang-Undangan Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen 
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C. Sumber Data 
Sumber data yang dapat diperoleh, dalam penelitian ini terdapat dua sumber 
data yaitu : 
1. Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara 
secara langsung dengan pihak terkait. Untuk memberikan keterangan-
keterangan yang dibutuhkan dengan judul penulis. 
2. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 
serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi penulisan 
dan buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan cara penelitian lapangan (field research), yaitu: 
1. Wawancara (Interview) 
Sehubungan dengan kelengkapan data yang dikumpulkan maka penulis 
melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi 
yang berkaitan dengan judul penulis. 
2. Observasi  
Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan 
pengamatan secara langsung di lapangan. 
 
E. Instrumen Penelitian  
49 
 
 
 
Instrumen yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sudah 
memasuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah pedoman wawancara, 
daftar pertanyaan,  dokumen, dan media elektronik seperti HP untuk dokumentasi 
dan juga sebagai alat perekam. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali 
data dari sumber-sumber informasi. 
F. Teknik Pengelolaan dan Analisa Data 
Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data 
sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan 
guna mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang tidak berbentuk 
angka
1
. Analisis kualitatif dilakukan dengan jalan memberikan penilaian apakah 
ketentuan perundang-undangan dalam perlindungan konsumen dapat dijadikan 
pedoman untuk acuan pelaksanaan dalam transaksi pengiriman barang di 
Perusahaan Jasa TIKI, kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta 
penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penyusunan ini 
G. Pengujiaan Keabsahan Data 
Dalam menguji data dan materi yang disajikan dipergunakan materi sebagai 
berikut : 
a) Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip, 
atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum. 
                                                          
1
Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta : Granit, 2010), h. 56 
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b) Komperatif yaitu pada umumnya digunakan dalam bentuk membandingkan 
perbedaan pendapat terutama terhadap materi yang mungkin dapat 
menimbulkan ketidaksepahaman serta dapat menimbulkan kerancuan. 
c) Deduktif yaitu pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-
undangan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS MASALAH 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah dan Perkembangan PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI)  
TIKI adalah singkatan dari Titipan Kilat, TIKI didirikan pada Tanggal 1 
September 1970 oleh H. Soeprapto Soeparno dan Ibu Hj. Nuraini dengan nama 
CV. Titipan Kilat yang beralamat di Jalan Raden Saleh Raya No. 2 Jakarta Pusat. 
Awal berdirinya perusahaan ini terinspirasi oleh adanya aktivitas dan mobilitas 
tinggi di bandara yang menangani banyaknya kiriman paket dan dokumen. Seiring 
berjalannya waktu, TIKI sudah ada di seluruh Indonesia. Selain kiriman domestik, 
TIKI juga dapat melayani kiriman ke Mancanegara. Pada tahun 1990, TIKI 
membuka divisi pengiriman luar negeri yang kemudian menjadi anak perusahaan 
TIKI yang bernama TIKI JNE (Jalur Nugraha Ekakurir). Namun kemudian TIKI 
JNE memisahkan diri secara manajemen dengan TIKI dan tidak hanya melayani 
pengiriman luar negeri saja tetapi juga melayani kiriman domestik. Sehingga TIKI 
dan JNE sudah menjadi kompetitor resmi dalam bisnis jasa kiriman. Pada tanggal 
31 Desember 1993, CV. Titipan Kilat berubah menjadi sebuah perseroan terbatas 
dan mengganti namanya menjadi PT. Citra Van Titipan Kilat. Saat ini TIKI telah 
mempunyai lebih dari 500 kantor perwakilan yang mampu menjangkau daerah 
tujuan di seluruh wilayah Indonesia dan mancanegara. Dengan dukungan ratusan 
armada dan ribuan personil yang handal. 
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Salah satu gerai PT. Citra Van Titipan Kilat adalah gerai yang beralamat di 
Jalan Hertasning dengan Nomor Girai 014, Kota Makassar yang berdiri sejak 
Tahun 2011 yang diketuai oleh Ady Syafar dengan jumlah karyawan 7 orang yang 
melayani pengiriman paket atau dokumen di dalam maupun diluar kota. Dengan 
adanya jasa pengiriman barang melalui TIKI memudahkan konsumen dalam 
mengatasi masalah pengiriman barang atau dokumen.
1
 
1. Logo dan Filosofi PT. Citra Van Titipan Kilat 
 
 
 
a) Merah adalah warna yang dinamis, dramatis dan memiliki kesan yang sangat 
kuat sehingga dapat diartikan keberanian dan kekuatan, sebagaimana halnya 
TIKI yang berani untuk terus berinovasi dalam rangka memenuhi segala 
kebutuhan pelanggan guna memberikan pelayanan yang terbaik. 
b) Biru termaksud salah satu warna yang paling popular dalam dunia desain logo 
dan hampir semua perusahaan menggunakan warna biru sebagai warna 
utamanya sehingga warna biru sering disebut sebagai warna corporate. Hal ini 
dikarenakan biru merupakan warna yang termasuk tenang dan bersifat 
professional. Efek lain warna biru adalah sering dianggap sebagai warna yang 
melambangkan kepercayaan. Pada TIKI, biru juga melambangkan langit  dan 
                                                          
1
Ady Syafar, Sekertaris Girai PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI), wawancara, 
Hertasning, 4 April 2017  
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lautan yang memiliki makna luas tanpa batas sebagaimana TIKI yang terus 
meluas ke berbagi wilayah di Indonesia. 
c) Tanda panah merah pada Huruf K sebagai simbolik yang menggambarkan 
bahwa TIKI bergerak cepat dan tepat sebagaimana layaknya anak panah yang 
ditembakkan ke arah menuju sasaran. 
d) Bola Dunia sebagai lambang bahwa TIKI siap melakukan pengantaran tidak 
hanya domestik namun juga keseluruh negara.  
e) Pesawat melambangkan bahwa sejak awal berdiri TIKI berkomitmen untuk 
memberikan layanan yang terbaik dan tercepat dengan menggunakan armada-
armada airline. 
f) Pesawat menghadap ke kiri sesuai dengan arah perputaran bumi yaitu dari 
arah barat ke arah timur yang bila dilihat dari arah kutub utara memiliki arah 
perputaran berlawanan arah jarum jam. 
Adapun VISI dan MISI dari perusahaan tersebut sebagai berikut : 
VISI 
 Menjadi yang terbaik dalam Jasa Pengiriman yang melayani masyarakat 
dan mengutamakan kepentingan pelanggan dan masyarakat umum. 
MISI 
 Bekerja giat secara professional dengan penuh keyakinan dan dedikasi 
tinggi untuk selalu menjadi yang terbaik FILOSOFI. 
 Kualitas dan Loyalitas sumber daya manusia merupakan kunci sukses 
dalam menjalankan usaha. 
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 Menciptakan bentuk layanan yang inovatif dan berorientasi kepada 
kebutuhan pelanggan. 
 Penggunaan teknologi modern dan komputerisasi merupakan syarat 
mutlak dalam menjalankan roda usaha. 
 Kepuasan para pelanggan, mitra usaha, pemerintah, dan masyarakat umum 
sangat diutamakan. 
B. Pelayanan Dalam Pengiriman Barang Pada PT. Citra Van Titipan Kilat 
(TIKI) 
Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak 
kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara 
konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan 
pemberian pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan 
konsumen. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen dalam Pasal 7 Huruf c bahwa : “Pelaku usaha memperlakukan atau 
melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”. Maksud dari 
pasal ini yaitu pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam 
memberikan pelayanan dan juga pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu 
pelayanan kepada konsumen. Adapun langkah-langkah pelayanan yang dilakukan 
perusahaan jasa TIKI dalam melayani konsumen sebagai berikut :
2
 
 
                                                          
2
Standar Operasional Perusahaan PT. Citra Van Titipan Kilat Gerai Hertasning  
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a. Meminta identitas pengirim. 
b. Identitas tempat atau tujuan barang yang akan dikirim dengan maksud agar 
barang yang akan dikirim konsumen, tiba ditempat tujuan yang diharapkan. 
c. Menayakan isi atau jumlah barang yang akan dikirim. 
d. Memberikan Pedoman dan Syarat Pengiriman kepada konsumen, yang 
dimana isi dari pedoman pengirim tersebut sebagai berikut : 
1. TIKI berarti seluruh agen TIKI yang telah ditentukan berdasarkan 
perjanjian keagenan antara PT. Citra Van Titipan Kilat dengan pihak lain 
yang kemudian memakai merek dagang TIKI. 
2. Kiriman adalah semua bentuk barang/paket, dokumen atau surat yang 
dikirim melalui TIKI. 
3. Pengirim adalah orang perorangan atau badan hukum yang tertulis/tercetak 
dalam Bukti Tanda Terima Kiriman Barang, selanjutnya disebut (BTTKB) 
kolom pengirim pada saat melakukan pengiriman dengan memanfaatkan 
jasa pengirim yang disediakan oleh TIKI dengan membayar biaya yang 
telah ditetapkan oleh TIKI. 
4. Penerima adalah siapapun yang menerima kiriman pada alamat dimaksud 
yang dituju oleh pengirim. 
5. Kiriman berharga (special items) adalah jenis kiriman yang memiliki 
kriteria sebagai berikut : 
a. Menurut pengakuan pengirim memiliki harga atau nilai yang tinggi. 
b. Memiliki bentuk dan penanganan yang khusus 
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c. Merupakan barang yang memiliki arti khusus bagi pengirim dan atau 
penerima. 
Pengirim menjamin bahwa yang bersangkutan adalah pemilik yang sah dan 
atau berhak atas kiriman yang diserahkan kepada TIKI untuk dikirim ke alamat 
yang ditentukan oleh pengirim. 
Pedoman dan syarat pengirim yang tercantum dalam BTTKB ini merupakan 
perjanjian yang mengikat antara pengirim dan TIKI ketika pengirim menyerahkan 
barang atau paket, dokumen atau surat kepada TIKI untuk dikirim ke suatu tujuan 
yang ditentukan oleh pengirim, dengan membayar biaya tertentu kepada TIKI 
baik secara tunai maupun berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara pengirim 
dengan TIKI. Dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : 
1. Pengirim dilarang memasukkan barang-barang yang mengandung hal-hal 
sebagai berikut : 
a. Barang yang berbahaya yang mudah meledak atau terbakar, obat-obatan 
terlarang, barang-barang menurut pihak berkewajiban dilarang diproduksi 
dan diedarkan. 
b. Barang-barang berharga dan surat berharga berupa diantaranya : Emas, 
perak, perhiasan, uang tunai, abu, cyanide, platinum, dan batu atau metal 
berharga, cek tunai, bilyet giro, money order, atau traveller’s cheque, 
barang antic dan lukisan antic. 
c. Binatang atau tanaman hidup. 
d. Barang-barang lain yang melebihi declare value dan atau barang-barang 
lain yang ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan TIKI. 
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2. Pengirim wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada TIKI 
tentang isi kiriman yang dinyatakan pada saat pengirim dan petugas TIKI 
akan mengisi sesuai dengan pernyataan pengirim. 
3. Pernyataan pengirim merupakan pengakuan yang dipercayai oleh TIKI dan 
mengikat pengirim. Apabila pada hari itu juga dan atau di kemudian hari 
terjadi permasalahan yang menyebabkan rusaknya kiriman dan ternyata jenis 
kiriman tidak sesuai dengan pengakuan pengirim, maka pengirim melepaskan 
TIKI dari seluruh bentuk tanggung jawab dan dengan tidak mengurangi hak 
TIKI untuk menempuh upaya hukum baik perdata maupun pidana, atas 
keterangan tidak benar yang telah diberikan oleh pengirim (bila dianggap 
perlu). 
4. TIKI berhak menolak untuk mengangkut kiriman, apabila kiriman tersebut 
diduga akan membahayakan keselamatan umum yang berakibat pada adanya 
akibat hukum bagi TIKI baik secara perdata maupun pidana. 
5. Bahwa dalam hal terdapat permasalahan dikemudian hari yang timbul dari 
pernyataan tidak benar pengirim atas isi kiriman yang kemudian 
mengakibatkan TIKI diputus bersalah oleh Pengadilan, maka pengirim 
berkewajiban untuk menanggung putusan tersebut beserta biaya-biaya yang 
dikeluarkan TIKI. 
6. TIKI berhak untuk melakukan pembulatan keatas terhadap berat dalam satuan 
Kilogram dan biaya kirim dalam nilai ratusan rupiah. 
7. TIKI tidak bertanggung jawab terhadap kondisi-kondisi sebagai berikut: 
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a. Kerusakan, terhadap semua kerusakan kiriman yang karena sifatnya 
ataupun karena barang tersebut merupakan barang-barang pecah belah dan 
resiko teknis pada mesin maupun barang elektronik yang selama 
pengangkutan, yang menyebabkan tidak berfungsi atau berubahnya fungsi 
dari barang elektronik dimaksud. 
b. Kebocoran padan barang cair dan atau karena sifat barang tersebut yang 
mudah bocor. 
c. Penahanan dan atau penyitaan serta pemusnahan kiriman oleh penjabat 
yang berwenang. 
d. Kerusakan, keterlambatan ataupun kehilangan karena keadaan memaksa 
(force majeure) yang diakibatkan baik karena bencana alam, keadaan 
darurat, atau hal lain yang tidak terukur dan atau diluar kemampuan 
manusia. 
8. TIKI tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari pengirim 
berhak untuk menggunakan sarana transportasi lainnya dalam melaksanakan 
pengiriman dan pengirim terikat pada aturan dan ketentuan yang mengikat 
TIKI dengan pemilik sarana transportasi. 
9. TIKI dibebeskan dari segala tanggung jawab sejak diterimanya kiriman dan 
tidak adanya keluhan atau klaim atas kiriman tersebut pada saat itu serta telah 
ditanda tanganinya BTTKB oleh siapapun dialamat penerima kecuali 
sebelumnya  ada kesepakatan lain antara pengirim dengan TIKI. 
10. Dalam hal penerima tidak menerima kiriman sesuai dengan layanan kiriman 
yang dipilih oleh pengirim, maka TIKI memberikan kesempatan 5 hari kerja 
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sejak estimasi waktu penyampaian bagi pengirim untuk mengajukan klaim 
kepada TIKI dalam hal kiriman tidak diterima, hilang, rusak maupun kurang. 
11. TIKI tidak berkewajiban untuk memberitahukan kepada pengirim tentang 
telah diterimanya kiriman oleh si penerima. 
12. TIKI bertanggung jawab atas kiriman dan kiriman berharga (special items) 
sepanjang pengakuan pengirim pada saat ditandatanganinya BTTKB sama 
dengan isi kiriman, dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Bilamana terjadi kehilangan, kerusakan atau kekurangan kiriman yang 
tidak diasuransikan, pengganti maksimum sebesar 10 (sepuluh) kali lipat 
biaya pengirim untuk kiriman dan atau tidak melebih dari nilai 
Rp.2.000.000,- (dua juta). 
b. Untuk kiriman yang memiliki nilai subyektif, contohnya KTP, STNK, 
Dokumen tender, dan lain-lain (sebagaimana ketentuan yang diatur oleh 
pihak asuransi) begitu juga dengan kiriman yang nilai barangnya melebihi 
10 (sepuluh) kali biaya pengiriman, wajib diasuransikan yang pembayaran 
preminya dibayar oleh pengirim kepada Asuransi Jasa Kiriman sesuai 
dengan tarif yang ditentukan oleh perusahaan Asuransi Jasa Kiriman. 
Pengganti kerugian diselesaikan sesuai dengan Polis Kontrak Asuransi 
Jasa Kiriman. Bilamana pengirim tidak mengansuransikannya dan terjadi 
kehilangan, kerusakan dan atau kekurangan jumlah, maka TIKI tidak 
bertanggung jawab untuk melakukan penggantian apapun. 
13. TIKI tidak memiliki tanggung jawab apapun selain apa yang dikemukakan 
dalam 12 butir diatas, termasuk segala bentuk kerugian apapun baik berupa 
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kerugian materiil, inmateriil dan atau kehilangan kesempatan memperoleh 
keuntungan yang diderita oleh pengirim maupun penerima sebagai akibat 
keterlambatan, kekurangan , kerusakan atau kehilangan kiriman. 
14. Pengajuan dan penyelesaian klaim dilakukan oleh pengirim secara tertulis 
ditempat transaksi pengirim dilakukan, dengan syarat menyerahkan 
dokumen-dokumen asli berupa : 
a. Identitas pengirim yang masih berlaku. 
b. BTTKB. 
c. Apabila diasuransikan harus disertakan dengan Surat Penutupan Asuransi 
Pengirim Barang. 
Dokumen-dokumen tersebut akan dicocokkan dengan dokumen yang berada 
di TIKI. Apabila ada perbedaan, maka TIKI akan memutuskan berdasarkan 
dokumen yang ada pada TIKI. 
Berdasarkan Standar Operasional Perusahaan tersebut diatas, adapun syarat
3
 
untuk layanan pengiriman diberikan Bukti Tanda Terima Kiriman Barang 
(BTTKB) kepada konsumen untuk selanjutnya ditanda tangani dengan membayar 
biaya yang telah ditetapkan oleh TIKI. 
Dari beberapa langkah-langkah pelayanan diatas yang dilakukan oleh pihak 
perusahaan TIKI semata-mata untuk menciptakan dan mempertahankan 
kepercayaan konsumen yang merupakan fondasi untuk menjaga hubungan yang 
baik dengan konsumen dalam jangka panjang.  
 
                                                          
3
Ady Syafar, Sekertaris PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI), wawancara, Hertasning, 4 
April 2017  
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Tabel 1 
Rekapitulasi Barang Terkirim yang ditangani PT. Citra Van 
Titipan Kilat (TIKI) Gerai Hertasning sejak 2012-2016 
TAHUN JUMLAH BARANG 
2012 7.878 barang 
2013 7.995 barang 
2014 4.278 barang 
2015 8.469 barang 
2016 14.214 barang 
Sumber Data : Perusahaan Jasa TIKI Gerai Hertasning 2017 
Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lokasi penelitian menunjukkan 
bahwa setiap tahunnya Perusahaan Jasa TIKI Gerai Hertasning memperoleh 
kiriman barang dari konsumen dengan jumlah yang cukup banyak, ini 
membuktikan bahwa pelayanan yang diterapkan oleh perusahaan jasa TIKI 
sangatlah baik sehingga konsumen merasa puas dan tertolong dengan adanya 
perusahaan pengiriman barang yang memudahkan konsumen mengirim barang.
4
 
Hal tersebut terlihat dari data pengiriman barang yang bertambah setiap tahunnya 
walaupun pada tahun 2014 jumlah pengiriman barang yang masuk pada 
perusahaan Jasa TIKI Gerai Hertasning mengalami penurunan. Menurut Ady 
Syafar hal tersebut terjadi karena pada tahun 2014 perusahaan jasa TIKI sempat 
                                                          
4
Ady Syafar, Sekertaris PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI), Wawancara, Hertasning, 4 
April 2017  
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tidak dapat beroprasi selama 5 bulan disebabkan perusahaan mengalami 
pergantian sistem lunak TIKI dan pembenahan ulang perusahaan Jasa TIKI.
5
 
Disisi lain, pihak konsumen mengatakan pelayanan pada PT. Citra Van 
Titipan Kilat belum sesuai yang diharapkan, karena dalam pelayanan pengiriman 
masih terjadi antrian yang panjang dan lama akibat karyawan yang tidak 
memadai.
6
 Hal tersebut juga dikeluhkan oleh konsumen lain yang mengatakan 
bahwa pelayanan di Perusahaan Jasa TIKI Gerai Hertasning sudah memuaskan 
namun biaya kiriman sangatlah mahal dibandingkan dengan jasa pengiriman yang 
lain salah satu contohnya yaitu Kantor Pos.
7
 
Namun berbeda dengan Wibowo yang menyatakan pelayanan di PT TIKI 
sangatlah memuskan dan bertanggung jawab, barang kiriman tiba tepat waktu dan 
dalam kondisi baik.
8
 Hal serupa dinyatakan oleh konsumen lain bahwa pelayanan 
di perusahaan TIKI sangatlah memuaskan karena, kiriman tersebut tiba ditempat 
tujuan tepat waktu dan tidak mengalami kerusakan sedikit pun.
9
 
Dari keempat pengirim diatas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa 
terdapat perbedaan pendapat antara konsumen yang satu dengan yang lainnya 
mengenai pelayanan yang diberikan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Gerai 
Hertasning, yang dimana keluhan konsumen pada umumnya adalah pelayanan 
                                                          
5
Ady Syafar, Sekertaris Girai PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI), wawancara, 
Hertasning, 5 April 2017  
6
Nengsi (25 Tahun, Mahasiswa), Konsumen PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI), 
wawancara, Hertasning, 5 April 2017   
7
Hasmiati (38 Tahun, PNS), Konsumen PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI), wawancara, 
Hertasning, 5 April 2017  
8
Wibowo (30 Tahun, Pengusaha), Konsumen PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI), 
wawancara, Hertasning, 6 April 2017  
9
Nilam (31 Tahun, Ibu Rumah Tangga), Konsumen PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI), 
wawancara, Hertasning, 6 April 2017   
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terhadap antrian dan biaya pengiriman yang mahal dibanding perusahaan lain, 
walaupun antrian tidak mempengaruhi kondisi barang pada saat pengiriman, 
namun hal tersebut dapat mengakibatkan konsumen menghabiskan waktu yang 
cukup panjang sehingga hal tersebut tidak menunjukkan PT. Citra Van Titipan 
Kilat tidak professional. Demikian hal keluhan konsumen terhadap biaya 
pengiriman yang mahal dibanding corporate lain boleh dikatakan tidak berorentasi 
kepada kebutuhan dan kepuasan pelanggan.     
Secara lengkap tanggapan konsumen terhadap pelayanan perusahaan Jasa 
TIKI Gerai Hertasning mengenai ketetepan waktu pelayanan dan biaya 
pengiriman dapat digambarkan dalam tabel berikut. 
Tabel 2 
Tanggapan Konsumen Terhadap Ketetapan Waktu Pelayanan 
Yang diberikan Oleh PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Gerai 
Hertasning 
No Keterangan 
Jumlah Reponden 
(orang) 
Presentase (%) 
1 Baik 15 19,48 
2 Kurang Baik 38 49,35 
3 Tidak Baik 24 31,16 
Jumlah 77 100 
Sumber : Hasil Penelitian 2017 diolah 
Dari tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa hasil penelitian penulis dilapangan 
terhadap ketetapan waktu pelayanan yang diberikan oleh PT. Citra Van Titipan 
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Kilat Gerai Hertasning terhadap 77 orang, konsumen yang memberikan tanggapan 
baik sebanyak 15 orang atau 19,48%, sedangkan konsumen yang memberikan 
tanggapan kurang baik sebanyak 38 orang atau 49,35% dan konsumen yang 
memberikan tanggapan tidak baik sebanyak 24 orang atau 31,16%. Dari 
tanggapan diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar konsumen memberikan 
tanggapan kurang baik terhadap ketetapan waktu pelayanan yang diberikan oleh 
PT. Citra Van Titipan Kilat Gerai Hertasning. 
Selain dari ketetapan waktu pelayanan yang diberikan PT.Citra Van Titipan 
Kilat Gerai Hertasning, kecepatan dalam menghubungi konsumen juga dapat 
mempengaruhi. Perusahaan harus cepat menghubungi konsumennya apabila 
barang yang dikirimkan telah sampai tempat tujuan. 
Berikut ini tanggapan konsumen terhadap kecepatan dalam menghubungi 
konsumen dapat dilihat pada table dibawah ini : 
Tabel 3 
Tanggapan Konsumen Terhadap Kecepatan Menghubungi 
Kembali konsumen Oleh PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Gerai 
Hertasning 
No Keterangan 
Jumlah Reponden 
(orang) 
Presentase 
(%) 
1 Baik 10 12,98 
2 Kurang Baik 17 22,07 
3 Tidak Baik 50 64,93 
Jumlah 77 100 
Sumber : Hasil Penelitian 2017 diolah 
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Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa hasil tanggapan konsumen terhadap 
kecepatan dalam menghubungi kembali konsumen terhadap 77 orang, konsumen 
memberikan tanggapan baik sebanyak 10 orang atau 12,98%, sedangkan 
konsumen memberikan tanggapan kurang baik sebanyak 17 orang atau 22,07% 
dan konsumen memberikan tanggapan tidak baik sebanyak 50 orang atau 64,93%. 
Dari tanggapan diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar dari total konsumen 
memberikan tanggapan tidak baik terhadap kecepatan menghubungi kembali 
konsumen yang diberikan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat Gerai Hertasning. 
Disamping ketetapan waktu layanan dan kecepatan menghubungi kembali 
konsumen, penyampaian layanan dengan cepat memegang peranan yang sangat 
penting. Karyawan harus mempunyai pelayanan yang tinggi apabila ada 
konsumen yang datang ke perusahaan, dengan tidak menunggu atau menunda 
segera melayani konsumen agar konsumen merasa puas akan pelayanan yang 
diberikan. 
Untuk mengetahui tanggapan konsumen terhadap penyampaian layanan secara 
cepat, dapat dilihat dari tabel dibawah ini : 
Tabel 4 
Tanggapan Konsumen Terhadap Penyampaian Layanan Secara 
Cepat oleh PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Gerai Hertasning 
No Keterangan 
Jumlah Reponden 
(orang) 
Presentase (%) 
1 Cepat 50 64,93 
2 Kurang Cepat 15 19,48 
3 Tidak Cepat 12 15,58 
Jumlah 77 100 
Sumber : Hasil Penelitian 2017 diolah 
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Dari tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa hasil penelitian dilapangan terhadap 
penyampaian layanan secara cepat yang diberikan oleh PT. Citra Van Titipan 
Kilat Gerai Herstasning terhadap 77 orang, konsumen memberikan tanggapan 
cepat sebanyak 50 orang atau 64,93%, sedangkan konsumen memberikan 
tanggapan kurang cepat sebanyak 15 orang atau 19,48% dan konsumen 
memberikan tanggapan tidak cepat sebanyak 12 orang atau 15,58%. Dari 
tanggapan diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar dari total konsumen 
memberikan tanggapan cepat terhadap penyampaian layanan secara cepat yang 
diberikan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Gerai Hertasning. 
Tabel 5 
Rekapitulasi Jumlah Konsumen Terhadap Pelayanan Yang 
diberikan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Gerai Hertasning 
No Penjelasan 
Tanggapan Konsumen 
Baik Kurang Baik Tidak Baik 
1 Ketetapan Waktu 
Layanan 
15 
(19,48%) 
38 
(49,35%) 
24 
(31,16%) 
2 Kecepatan 
Menghubungi 
Kembali konsumen 
10 
(12,98%) 
17 
(22,07%) 
50 
(64,93%) 
3 Penyampaian 
Pelayanan Secara 
Cepat 
Cepat Kurang 
Cepat 
Tidak 
Cepat 
50 
(64,93%) 
15 
(19,48%) 
12 
(15,58%) 
Sumber : Hasil Penelitian 2017 diolah 
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Berdasarkan rekapitulasi pada tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa pelayanan 
karyawan PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Gerai Hertasning tentang ketetapan 
waktu pelayanan dinilai konsumen kurang baik, hal ini terbukti dari 77 orang, 38 
orang atau 49,83% konsumen memberikan tanggapan kurang baik, 15 orang atau 
19,48% konsumen memberikan tanggapan baik dan 24 orang atau 31,16% 
konsumen memberikan tanggapan tidak baik. 
Hal ini membuktikan bahwa karyawan PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) 
Gerai Hertasning belum memiliki pelayanan yang baik terhadap konsumen 
ditinjau dari segi ketetapan waktu layanan. Dari hasil wawancara penulis dengan 
Ady Syafar
10
 mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan keterlambatan 
pengiriman barang tersebut disebabkan oleh transportasi yang digunakan 
perusahaan. Akan tetapi, dalam hal pelayanan konsumen atau pelanggan yang 
datang langsung ke perusahaan untuk mengirim barang berdasarkan pengamatan 
yang dilakukan, karyawan perusahaan TIKI telah melayani dengan baik. Sehingga 
dalam hal seperti ini perusahaan harus mencari solusi yang tepat bagaimana 
mengatasi agar barang yang dikirim segera cepat sampai, sehingga dapat 
memuaskan konsumen. Adapun seluruh barang konsumen yang diterima oleh 
TIKI gerai Hertasning dikumpulkan dan diserahkan ke TIKI pusat sebelum 
dikirim ke tempat tujuan untuk ditindak lanjuti, jadwal pengumpulan barang ke 
pusat 2x sehari yaitu jam 12.00 dan jam 17.00, apabila barang di setor jam 12.00 
diberangkatkan ke bandara jam 14.00 dan jika barang disetor jam 17.00 
diberangkatkan ke bandara jam 19.00. Sehingga apabila konsumen mengirim 
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barang setelah pukul 19.00, barang tersebut tidak akan dikirim pada hari itu, tetapi 
dikirim pada hari berikutnya. Hal tersebut yang kerap menimbulkan kesalahan 
presepsi bahwa terjadi keterlambatan dalam pengiriman barang oleh PT. Citra 
Van Titipan Kilat (TIKI) dengan informasi tersebut tidak disampaikan 
sebelumnnya 
Dari segi kecepatan menghubungi kembali konsumen PT. Citra Van Titipan 
Kilat (TIKI) Gerai Hertasning dinilai tidak baik, hal ini terbukti dari hasil 
penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan tanggapan konsumen sebagian 
besar memberikan tanggapan tidak baik, dimana 77 orang, 50 orang atau 64,93% 
konsumen memberikan tanggapan tidak baik, 10 orang atau 12,98% konsumen 
memberikan tanggapan baik dan 17 orang atau 22,07% konsumen memberikan 
tanggapan kurang baik. Dapat disimpulkan bahwa PT. Citra Van Titipan Kilat 
(TIKI) Gerai Hertasning ditinjau dari pelayanan menghubungi kembali konsumen 
dinilai tidak baik, namun hal ini tidak dapat dikatakan kesalahan pelayanan pada 
perusahaan jasa TIKI sebagaimana dalam Standar Operasional Perusahaan (SOP) 
yang menjadi perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha yang telah 
ditandatagani dan disetujui oleh konsumen pada poin 11 tertulis TIKI tidak 
berkewajiban untuk memberitahukan kepada pengirim tentang diterimanya 
kiriman oleh si penerima, sehingga hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai  
wanprestasi. 
Disamping ketetapan waktu layanan dan kecepatan menghubungi kembali 
pelanggan yang dinilai oleh konsumen tidak baik, berbeda pula dalam segi 
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penyampaian layanan secara cepat. Akan hal ini perusahaan telah melaksanakan 
dengan baik dan sesuai dengan keinginan dari pelanggan atau konsumen. 
Berdasarkan penelitian penulis yang dilakukan di lapangan menunjukkan 
tentang penyampaian layanan secara cepat menurut tanggapan konsumen 
perusahaan telah melakukan dengan cepat. Hal ini terbukti dari tanggapan 77 
orang, konsumen yang memberikan tanggapan cepat sebanyak 50 orang atau 
64,93%, sedangkan konsumen yang memberikan tanggapan kurang cepat 
sebanyak 15 orang atau 19,48% dan konsumen yang memberikan tanggapan tidak 
cepat sebanyak 12 orang atau 19,48%. Hal ini disebabkan karyawan PT. Citra Van 
Titipan Kilat (TIKI) Gerai Hertasning benar-benar memahami pentingnya 
melakukan pelayanan secara cepat sesuai dengan waktu yang dijanjikan dan 
penyampaian jasa secara benar sejak awal merupakan salah satu prioritas utama 
perusahaan. Para karyawan secara terus menerus berusaha mencari cara-cara 
untuk menyenangkan konsumen dengan jalan memberikan layanan lebih besar 
dari pada yang diharapkan konsumen. 
Tabel 6 
Biaya kiriman Jenis Paket Perusahaan Jasa TIKI Gerai Hertasning 
Tujuan Produk Harga 
Estimasi 
Sampai 
Jakarta 
SDS (Same Day 
Service) 
Rp. 250.000 < 24 jam 
HDS (Holiday 
Delivery Service) 
Rp. 31.000 1 hari 
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ONS (One Night 
Service) 
Rp. 25.000 1 hari 
REG (Reguler) Rp. 24.000 2 hari 
ECO (Economy) Rp. 20.000 4 hari 
Surabaya 
SDS (Same Day 
Service) 
Rp. 225.000 < 24 jam 
HDS (Holiday 
Delivery Service) 
Rp. 28.000 1 hari 
ONS (One Night 
Service) 
Rp. 23.000 1 hari 
REG (Reguler) Rp. 21.000 2 hari 
ECO (Economy) Rp. 19.000 4 hari 
 
ONS (One Night 
Service) 
Rp. 38.000 1 hari 
 REG (Reguler) Rp. 37.000 2 hari 
 ECO (Economy) Rp. 35.000 5 hari 
Sumber : Perusahaan Jasa TIKI Gerai Hertasning 
C. Tanggung Jawab Perusahaan PT. Citra Van Titipan Kilat Apabila 
Terjadi Wanprestasi 
Apabila konsumen telah menyerahkan barang kepada pihak Perusahaan TIKI, 
pihak TIKI tidak berkewajiban lagi memeriksa barang tersebut. Oleh karena, 
apabila pihak TIKI membuka kembali barang konsumen untuk diperiksa satu 
persatu, itu akan memperlambat kinerja di perusahaan TIKI. Jadi pihak 
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perusahaan TIKI akan mengisi sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh 
konsumen dan menimbang barang untuk menetapkan tarif atau biaya yang telah 
ditentukan oleh pihak Perusahaan Jasa TIKI 
Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih 
dahulu tergugat dengan penggugat (pelaku usaha dengan konsumen) terikat suatu 
perjanjian. Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa 
dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain unuk melaksanakan suatu 
hal berdasarkan peristiwa tersebut, lalu timbul hubungan hukum antara kedua 
belah pihak. Hubungan hukum itulah yang dinamakan perikatan, tidak 
dipenuhinya kewajiban (wanprestasi) dalam suatu perikatan disebabkan dua hal, 
yaitu :
11
 
1. Disebabkan karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun 
karena kelalaiannya; 
2. Disebabkan karena keadaan memaksa (force majeur) atau di luar kemampuan 
debitur (overmacht). 
Berhubungan dengan tanggung jawab perusahaan jasa TIKI terhadap 
konsumen yang mengalami kerugian akibat wanprestasi adalah sebagai berikut :
12
 
1. Bilamana barang konsumen yang dikirim tidak sampai tepat waktu ditempat 
tujuan, maka pihak perusahaan jasa TIKI terlebih dahulu melihat penyebab 
keterlambatan pengiriman barang, karena menurut perusahaan Jasa TIKI ada 
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beberapa faktor penyebab dari keterlambatan pengirim barang baik karena 
faktor kesalahan dari jasa pengiriman maupun konsumennya. 
a. Jumlah petugas pengirim barang tidak seimbang dengan peningkatan 
frekuensi dan kuantitas barang yang harus dikirimkan, sehingga 
menyebabkan keterlambatan penyampaian barang, cara mengatasinya 
perlu adanya pemetaan dan rekrutmen karyawan agar jumlah karyawan 
sesuai dengan kebutuhan. 
b. Peak season adalah masa-masa ramai, dimana kesibukan yang terjadi 
dalam aktivitas melebihi biasanya. Ada waktu-waktu tertentu, dimana tiba 
saatnya pengirim barang akan meningkat dengan drastis. Sebagai contoh 
saat bulan ramadhan hingga mendekati lebaran, biasanya perusahaan jasa 
pengiriman barang sudah tidak mau menjamin kapan barang akan tiba, 
karena meningkatnya jumlah barang yang harus dikirim terlalu banyak. 
c. Informasi mengenai alamat, ini kesalahan yang paling sering diremehkan 
oleh konsumen yaitu tidak lengkap dalam mengisi informasi mengenai 
alamat. Atau lebih parah lagi, terkadang konsumen salah menulis alamat 
karena tidak mengecek secara detail terlebih dahulu. Di Indonesia sendiri, 
banyak sekali ditemukan nama jalan atau nama daerah yang sama. Oleh 
karena itu, pengisiaan alamat serta kode pos secara tepat sangat penting.  
d. Informasi mengenai nama dan kontak, tidak hanya alamat namun nama 
dan kontak juga merupakan informasi penting yang harus dicantumkan 
saat pengiriman barang. Untuk nama usahakan mencantumkan nama 
lengkap. Selain itu, nomor telepon si pengirim maupun si penerima barang 
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juga harus ada. Hal ini untuk memudahkan kurir melakukan konfirmasi 
jika terjadi masalah-masalah tertentu, misalnya sulit menemukan lokasi 
rumah yang dituju. 
Salah satu contoh kasus keterlambatan pengiriman barang yang pernah TIKI 
alami yang membuat konsumen rugi yaitu dimana barang yang akan dikirim ke 
tujuan kota Semarang masuk dalam karung kota Samarinda, sehingga yang 
tadinya barang yang akan dikirim di kota Semarang tiba di Samarinda. Jadi cara 
menangani kasus seperti ini, pihak perusahaan jasa TIKI kota Samarinda 
mengembalikan barang tersebut ke perusahaan Jasa TIKI Makassar dan pihak 
perusahaan Jasa TIKI Makassar mengirim kembali barang ke TIKI Semarang, itu 
mengalami keterlambatan waktu kisaran 4 hari dari estimasi hari yang telah 
ditentukan oleh perusahaan jasa TIKI. Sehingga dari semua kerugian biaya yang 
dialami konsumen akibat keterlambatan barang tiba di tempat tujuan maka, 
tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak perusahaan Jasa TIKI mengganti 
kerugian 10x lipat dari biaya pengiriman. Namun ada potongan biaya klaim 
sebesar 5% dari ganti rugi. 
2. Selanjutnya konsumen melakukan keluhan ke pihak perusahaan jasa TIKI 
mengenai barang yang diterima dalam kondisi rusak, sehingga pihak dari 
perusahaan jasa TIKI mencari penyebab dari kerusakan barang yang dialami 
konsumen. Menurut perusahaan jasa TIKI ada beberapa penyebab terjadinya 
kerusakan barang konsumen : 
a. Mengenai faktor penyebab kerusakan barang dan atau dokumen pada saat 
pengiriman karena kelalaian pihak perusahaan jasa pengangkut dalam 
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bongkar muatan sehingga terjadi kecelakaan terhadap barang dan dokumen 
yang menyebabkan kerusakan terhadap barang dan dokumen tersebut. 
Kerusakan yang disebabkan karena pengangkutan. Setiap pengangkutan 
yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus 
bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat 
kesalahannya itu.
13
  
1. Pada pengangkutan dengan kereta api, tanggung jawab ini ditentukan 
dalam pasal 28 UUKA yang menyatakan : (1) Badan Penyelenggara 
bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna jasa dan 
atau pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan pelayanan angkutan 
kereta api. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diberikan dengan ketentuan : 
a. Sumber kerugian berasal dari pelayanan angkutan dan harus 
dibuktikan adanya kelalaian petugas atau pihak lain yang 
dipekerjakan oleh badan penyelenggaraan. 
b. Besarnya ganti kerugian dibatasi sejumlah maksimum asuransi yang 
ditutup oleh badan penyelenggara dalam hal penyelenggaraan 
kegiatannya. 
 
2. Pada pengangkutan kendaraan bermotor, tanggung jawab ini ditentukan 
dalam pasal 234 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan : Pengemudi kendaraan 
bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh 
penumpang dan atau pemilik barang dan atau pihak ketiga, yang timbul 
karena kelalalain atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan 
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kendaraan bermotor. Dalam penjelasannya pasal ini menyatakan bahwa 
dalam hal kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu pengemudi, maka 
tanggung jawab terhadap kerugian materi yang ditimbulkan ditanggung 
secara bersama-sama. 
3. Pengangkutan dengan kapal, tanggung jawab ini ditentukan dalam pasal 
38-49 Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 
menyebutkan perusahaan angkutan perairan bertanggung jawab atas 
akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya berupa : a) 
kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, b) musnah, hilang 
atau rusaknya barang yang diangkut, c) keterlambatan angkutan 
penumpang dan atau barang yang diangkut, d) kerugian pihak ketiga. 
4. Pengangkutan dengan pesawat terbang, tanggung jawab ini ditentukan 
dalam pasal 43 UUPU. 
b. Kerusakan barang dapat disebabkan juga karena bencana alam yang 
dimana hal tersebut terjadi diluar dari pihak pengawasan pengangkut dan 
mengakibatkan kerugian dari pihak pengirim. 
c. kerusakan yang disebabkan karena konsumen itu sendiri, artinya 
konsumen biasanya tidak memperhatikan betul barang yang akan dikirim. 
Biasanya perusahaan pengiriman barang selalu melakukan pengecekan 
barang dari konsumen sebelum menerima barang tersebut untuk dikirim. 
Hal ini dilakukan menghidari terjadinya kerusakan barang yang telah 
dibungkus oleh konsumen akan tetapi penerima meminta ganti rugi 
terhadap perusahaan pengiriman barang. Oleh sebab itu, perusahaan 
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penerima barang menetapkan hal terkait masalah pengiriman barang : a) 
perusahaan pengiriman barang berhak tetapi tidak berkewajiban 
memeriksa barang atau dokumen yang di kirim oleh konsumen untuk 
memastikan bahwa suatu pengirim barang adalah layak untuk di angkut ke 
kota tujuan sesuai syarat prosedur oprasional yang baku, proses bea dan 
cukai serta metode penanganan kiriman. b) Perusahaan pengirim dalam 
menjalankan haknya tidak menjamin atau menyatakan bahwa seluruh 
kiriman adalah layak untuk pengangkutan dan pengantaran tanpa 
melanggar hukum di semua kota asal, tujuan, atau yang dilalui kiriman 
tersebut. c) Perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap kiriman yang 
isinya tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan konsumen terhadap 
perusahaan. Sehingga apabila konsumen mengirim barang terlarang dan 
pengakuannya barang lain, itu akan ditindak lanjuti oleh pihak yang 
berwajib.  
Sehingga dari beberapa penjelasan diatas mengenai kerusakan barang yang 
diterima oleh konsumen, biasanya konsumen meminta pertanggung jawaban ganti 
kerugian kepada perusahaan pengiriman barang. Dari hasil wawancara penulis 
dengan pihak  perusahaan apabila menghadapi kasus seperti ini, bentuk tanggung 
jawab yang dilakukan perusahaan jasa TIKI yaitu apabila barang konsumen 
tersebut adalah bukan barang elektronik namun mengalami kerusakan itu bentuk 
ganti kerugian maksimal 10x lipat dari biaya kiriman atau makximal 
Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah), dan biaya potongan klaim sebesar 5% dari ganti 
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rugi. namum apabila barang yang diasuransikan rusak maka pihak Perusahaan 
Jasa TIKI mengganti kerugian sesuai dengan harga barang. 
3. Sehubungan dengan pengaduan konsumen mengenai barang yang hilang, 
kemungkinan barang hilang sangatlah kecil, karena pengirim, penerima 
barang kiriman, perusahaan memiliki resi masing-masing. Apabila terjadi 
biasanya akibat kesalahan pengirim karena pihak perusahaan terus 
mengawasi semua proses pengiriman. Dan apabila akhirnya pun ada barang 
yang hilang, maka pihak perusahaan akan mengganti rugi sesuai kesepakatan 
yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada awalnya dan sesuai aturan 
yang tertera. Misalnya, konsumen mengirim barang berupa baju seharga 
Rp.200.000,00 ke Jakarta. Tarif dari Makassar ke Jakarta jika kilat sebesar 
Rp.15.000,00 dan biasa sebesar Rp.10.000,00. Maka, jika barang yang hilang 
penggantiannya sejumlah Rp.15.000,00 x 10 = Rp.150.000,00 atau Rp. 
10.000,00 x 10 = Rp.100.000,00. Jika titipan yang nilai barangnya melebihi 
10 kali biaya pengiriman dan memiliki nilai yang subyektif bagi konsumen, 
sebaiknya diasuransikan yang pembayaran preminya dibayar oleh pengirim 
kepada Asuransi Jasa Titipan sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh 
perusahaan Asuransi Jasa Titipan.
14
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Ady Syafar, Sekertaris Girai PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI), wawancara, 
Hertasning, 6 April 2017 
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Tabel 6 
Jumlah Kasus yang Ditangani PT.Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Gerai 
Hertasning Dalam Pengiriman Barang 
Daftar Kasus 
TAHUN 
2012 2013 2014 2015 2016 
Barang Tidak Sampai Tepat 
Waktu 
3 - 1 - - 
Barang Yang Rusak 5 2 1 - - 
Barang Yang Hilang 1 - - - - 
Sumber : PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Gerai Hertasning 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) 
Gerai Hertasning lebih sering menerima aduan konsumen mengenai barang yang 
rusak daripada barang yang tidak sampai tempat waktu dan barang yang hilang. 
Sehingga perusahaan Jasa TIKI mencari solusi terhadap semua aduan yang datang 
kepada perusahaan Jasa TIKI agar konsumen merasa tidak dirugikan. Dapat 
dilihat di tabel 6 pada tahun 2012 ada 9 kasus aduan konsumen yang masuk, 
dimana ada 3 aduan mengenai barang yang tidak sampai tepat waktu. sehingga, 
pihak perusahaan mencoba mencari penyebab dari kejadian tersebut dan ternyata 
salah satu faktor keterlambatan barang konsumen yaitu adanya gangguan cuaca 
sehingga penerbangan di tunda dan juga biasanya konsumen memberikan alamat 
yang kurang lengkap. Selanjutnya barang yang rusak selama tahun 2012 sebanyak 
5 kasus, namun itu karena salah satu kelalaian yang dilakukan oleh karyawan pada 
saat mengangkut barang konsumen yang kurang hati-hati dan menyebabkan 
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barang konsumen rusak. Selanjutnya sebanyak 1 kasus yang terjadi tentang 
konsumen yang kehilangan barang di tahun 2012, namun pihak perusahaan 
mengatakan hal ini sangatlah jarang terjadi tapi, penyebab dari kehilangan barang 
konsumen tersebut biasanya karena konsumen mengisi identitas penerima tidak 
tepat sehingga membuat barang konsumen hilang  
 Pada tahun 2013 aduan konsumen pun yang masuk mulai berkurang, yang 
dimana selama tahun 2013 cuman ada 2 kasus yang perusahaan jasa TIKI alami 
yaitu barang yang rusak. Dan pada tahun 2014 aduan tentang barang yang tidak 
sampai tepat waktu berjumlah 1 kasus dan barang yang rusak sebanyak 1 kasus. 
Namun dapat dilihat pada tahun 2015 dan 2016 perusahaan jasa TIKI sudah tidak 
menerima aduan konsumen lagi. 
Adapun hasil wawancara penulis dengan salah satu konsumen yang 
menggunakan perusahaan Jasa TIKI terhadap masalah yang pernah mereka alami 
yaitu, Ayu  berumur 35 Tahun, yang melakukan pengiriman barang melalui PT. 
Citra Van titipan Kilat dari Makassar ke Papua dengan paket kiriman berupa, 
buku 2 dos, pulpen 2 dos dan pensil 2 dos yang dimana perusahaan Jasa TIKI 
menjanjikan kepada konsumen, bahwa barang akan tiba di tempat tujuan 2 hari 
setelah melakukan kiriman ke perusahaan dengan mengalami keterlambatan 
waktu kisaran 1 hari dari estimasi yang telah di sepakati. Namun, setelah 
menunggu dari waktu yang telah disepakati perusahaan, barang yang telah dikirim 
tak kunjung tiba di tempat tujuan sehingga Ayu melaporkan kejadian tersebut ke 
pihak Perusahaan Jasa TIKI mengenai barangnya tersebut yang belum tiba di 
tempat tujuan. Tanggapan dari perusahaan Jasa TIKI meminta kepada konsumen 
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untuk diberikan jangka waktu selama 2 hari kepada perusahaan untuk mencari 
informasi mengenai barang konsumen tersebut. Namun dari waktu yang telah 
diberikan konsumen kepada pihak perusahaan Jasa TIKI tidak membuahkan hasil 
sehingga, konsumen meminta ganti kerugian 10x lipat dari harga barang dan juga 
biaya kiriman, namun pihak perusahaan tidak menyanggupi permintaan konsumen 
tersebut karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara pelaku usaha dan 
konsumen. agar kasus tersebut tidak sampai ke BPSK maka pihak perusahaan 
melakukan mediasi dengan konsumen yang dirugikan, dari hasil mediasi tersebut 
dimana konsumen menyetujui permintaan pelaku usaha dengan biaya ganti rugi 
10x lipat dari biaya kiriman yang sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya telah 
disepakati.
15
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Ayu (35 Tahun), Konsumen PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI), wawancara, 
Hertasning, 7 April 2017 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Perusahaan PT. Citra 
Van Titipan Kilat (TIKI) Gerai dengan Judul “Tinjauan Hukum Terhadap 
Kelalaian Pelayanan Pada PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Dalam Pengiriman 
Barang”, dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Pelayanan Perusahaan Jasa TIKI  
Pelayanan pada pengiriman barang ditinjau dari segi penyampaian pelayanan 
secara cepat telah dilakukan secara baik dan tepat waktu, namun dari segi 
ketetapan waktu layanan belum dilakukan dengan baik karena terbatasnya 
karyawan yang tidak seimbang dengan jumlah konsumen sehingga sering 
mengakibatkan antrian. 
2. Tanggung Jawab Perusahaan Jasa TIKI 
Tanggung jawab PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) akibat wanprestasi, apabila 
kerugian yang dialami konsumen akibat kesalahan perusahaan, perusahaan Jasa 
TIKI akan mengganti kerugian tersebut sesuai perjanjian yang telah disepakati 
sebelumnya antara perusahaan Jasa TIKI dan konsumen 
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B. Saran  
1. Apabila perusahaan pengiriman barang ingin mempertahankan kepercayaan 
konsumen, seharusnya perusahaan lebih memperbaiki lagi sistem pelayanan 
dalam perusahaan, seperti perlu adanya rekrutmen karyawaan agar jumlah 
karyawaan sesuai dengan kebutuhan konsumen .   
2. Memberikan informasi yang jelas kepada setiap konsumen yang ingin 
melakukan pengiriman barang dan mencari solusi dari tiap masalah yang di 
hadapi setiap konsumen. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
PEDOMAN WAWANCARA  
1. Bagaimana sistem pelayanan PT. Citra Titipan Kilat (TIKI) Gerai Hertasning yang 
diterapkan di perusahaan? 
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan TIKI Gerai Hertasning apabila ada barang 
konsumen yang hilang, rusak atau tidak sampai sesuai dengan waktu yang telah 
ditetapkan? 
3. Apakah selama perusahaan TIKI Gerai Hertasning berdiri ada kasus yang terjadi, 
yang melaporkan sampai ke Badan Penyelasaian Sengketa Konsumen (BPSK)? 
4. Apakah sebelum melakukan pengiriman barang konsumen ada perjanjian yang 
dibuat antara konsumen dengan pelaku usaha? 
5. Apakah perjanjian tersebut dibuat oleh kedua bela pihak atau sudah ada dari 
perusahaan? 
6. Apakah konsumen bisa membuat keluhan ke perusahaan TIKI langsung ke pusat 
perusahaan TIKI ? 
7. Bagaimana prosedur ganti kerugian kepada konsumen yang dilakukan oleh 
perusahaan jasa TIKI Gerai Hertasning apabila ada kelalaian yang terjadi? 
8. Berapa jumlah barang setiap tahun yang terkirim dan apakah dalam satu tahun itu 
ada barang yang bermasalah? 
9. Apabila konsumen melakukan pengiriman barang, apakah perusahaan TIKI 
langsung mengirim barang konsumen ke tempat tujuan atau melalui proses masuk 
ke induk lain sebelum dikirim ketempat tujuan? 
DAFTAR PERTAYAAN 
1. Bagaimana menurut anda sistem pelayanan perusahaan TIKI Gerai Hertasning 
kepada konsumen yang ingin melakukan pengiriman barang? 
2. Bagaimana menurut anda mengenai tanggung jawab perusahaan TIKI Gerai 
Hertasning terhadap barang konsumen yang hilang, rusak, atau tidak tiba tepat 
waktu? 
3. Apakah tarif pembayaran di perusahaan TIKI Gerai Hertasning termaksud mahal 
dibandingkan dengan jasa pengirim yang lain? 
KUESIONER UNTUK RESPONDEN 
1. Bagaimana menurut anda ketetapan waktu pelayanan yang diberikan oleh PT. 
Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Gerai Hertasning? 
a. Baik 
b. Kurang baik 
c. Tidak baik 
2. Bagaimana menurut anda kecepatan menghubungi kembali konsumen yang 
diberikan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Gerai Hertasning? 
a. Baik 
b. Kurang baik 
c. Tidak baik 
3. Bagaimana menurut anda mengenai penyampaian layanan secara cepat yang 
diberikan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Gerai Hertasning? 
a. Cepat 
b. Kurang cepat 
c. Tidak cepat 
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